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ABSTRAK 

Santi Langngan, Tahun 2022 Evaluasi Penyaluran Program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo 

Kabupaten Toraja Utara, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Dibimbing oleh 

pembimbing I Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si dan pembimbing II Ade Ferry 

Afrisal, SH., M.Sc. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program 

BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara 

dan untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program BSPS di Lembang 

Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. 

Jenis penelitian ini adalah evaluatif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  Sementara itu teknik validasi data yang 

digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan 

cara reduksi data, penyajian data dan validasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program 

BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara 

kurang maksimal. Sementara itu Proses penyaluran program BSPS di Lembang 

Bululangkan kurang maksimal pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan. 

Kata kunci: BSPS, Evaluasi, perumahan swadaya 
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ABSTRACT 

         Santi Langngan, 2022 Evaluation of the Distribution of the Self-Help 

Housing Stimulant Assistance Program in Lembang Bululangkan, Rindingallo 

District, North Toraja Regency, Thesis for the State Administration Study 

Program, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University. Supervised 

by supervisor I Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si and supervisor II Ade Ferry 

Afrisal, SH., M.Sc. 

         This study aims to determine the achievement of the objectives of the BSPS 

program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency 

and to determine the process of distributing BSPS program assistance in Lembang 

Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency. 

        This type of research is qualitative evaluative. The types of data used are 

primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by 

observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data validation 

technique used is data triangulation. Furthermore, the data analysis technique is 

by means of data reduction, data presentation and validation. 

         The results of this study indicate that the achievement of the objectives of 

the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja 

Regency is less than optimal. Meanwhile, the process of distributing the BSPS 

program in Lembang Bululangkan is not optimally implemented in accordance 

with the established rules. 

Keywords: BSPS, Evaluation, self-help housing  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. La|tar Be|lakan|g 

Pada dasarnya rumah merupakan sa|tu kebutuhan primer sete|lah pan|gan 

dan sandan|g terpenuhi. Se|lain sebagai pe|lindun|g dari segala cuaca dan 

gan|gguan alam juga makhluk lainnya, rumah memiliki fun|gsi yaitu sebagai 

pusa|t Pendidikan ke|luarga, pusa|t persemaian budayas dan sebagai peninka|tan 

kualitas generasi muda sua|tu ban|gsa. Teori hirarki kebutuhan menurut 

Maslow men|gemukakan kebutuhan manusia yan|g harus terpenuhi ada lima 

tin|gka|tan, diantaranya: 

1. Kebutuhan fisologis, me|liputi sandan|g, pan|gan, papan seperti 

makan, minum, perumahan, tempa|t tidur dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan pen|gahargaan, kebutuhan ini me|liputi kebutuhan dan 

kein|ginan untuk dihorma|ti, dihargai dan diapresiasi seseoran|g, 

pen|gakuan a|tas factor kemampuan dan keahlian seseoran|g serta 

efektivitas kerja seseoran|g. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Aktualisasi diri berkaitan den|gan proses pen|gemban|gan akan potensi yan|g 

sesun|gguhnya dari seseoran|g. 

Berdasarkan Undan|g-Undan|g Dasar 1945 Pasal 28H dije|laskan bahwa 

tempa|t tin|ggal; dan lin|gkun|gan yan|g layak adalah hak setiap oran|g. Karena 
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setiap oran|g memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan ba|tin, bertempa|t 

tin|ggal, dan mendapa|tkan lin|gkun|gan hidup yan|g baik dan seha|t serta berhak 

memperoleh pe|layanan Keseha|tan. Hal ini merupakan salah sa|tu amana|t 

pembukaan Undan|g-Undan|g Dasar Negara Kesa|tuan Republik Indonesia 

1945 alinea keempa|t yan|g menya|takan bahwa negara me|lindun|gi segenap 

ban|gsa Indonesia dan se|luruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan ban|gsa, dan ikut serta 

me|laksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan sua|tu kondisi yan|g harus 

diwujudkan bagi se|luruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan 

ma|terial, spiritual, dan sosial agar dapa|t hidup layak dan mampu 

men|gemban|gkan diri, sehin|gga dapa|t me|laksanakan fun|gsi sosialnya (UU RI 

No.11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentan|g Sosial). Serta dalam UUD RI Tahun 1945 

Pasal 28 H aya|t (1), bahwa setiap oran|g berhak hidup sejahtera lahir dan ba|tin 

bertempa|t tin|ggal, dan mendapa|tkan lin|gkun|gan hidup yan|g baik dan seha|t. 

Kebutuhan utama masyaraka|t se|lain sandan|g dan pan|gan adalah papan/rumah 

yan|g layak huni, men|gin|ga|t bahwa rumah memiliki fun|gsi yan|g san|ga|t besar 

bagi individu dan ke|luarga. 

Midgley menegaskan kesejahteraan sosial sebagai: “a sta|te or condition of 

human we|ll-bein|g tha|t exists when sosial problems are met, ada managed, 

when human needs are met, and when social opportunities are maxminixed” 

(sua|tu keadaan a|tau kondisi kehidupan manusia yan|g tercipta Ketika berbagai 

permasalahan sosial dapa|t dike|lola den|gan baik, Ketika kebutuhan manusia 
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dapa|t terpenuhi dan Ketika kesempa|tan sosial dapa|t dimaksimalkan 

(Midgley,2010). 

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan 

backlog, secara umum backlog perumahan dapa|t diartikan sebagai sua|tu 

kondisi kesenjan|gan antara rumah terban|gun den|gan jumlah rumah yan|g 

dibutuhkan rakya|t. Den|gan ka|ta lain backlog perumahan adalah kuantitas 

rumah yan|g be|lum tertan|gani. Tidak dipun|gkiri bahwa penin|gka|tan an|gka 

backlog perumahan san|ga|t dipen|garuhi oleh adanya pertambahan populasi 

penduduk disua|tu daerah setiap tahunnya yan|g mana disetiap daerah jumlah 

kependudukannya tidak sama. Ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan 

masalah kawasan kumuh: 

1. Sikap laisser fair, pemerintah membiarkan ban|gunan perumahan liar 

men|gikuti permainan ekonomi 

2. Alalmis approach, pendeka|tan yan|g memandan|g bermunculan gubug-

gubug reyot kaum-kaum papa sebagai ancaman 

3. Pendeka|tan sesisi (partical approach), pemerintah membiarkan subsidi 

kepada perusahan swasta yan|g mendirikan perumahan bagi penduduk 

yan|g mampu membayar secara kredit. 

4. Total approach, pendeka|tan yan|g menye|luruh, pemerintah mendirikan 

secara besar-besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah 

5. Pendeka|tan progresif (progresif approach), pemecah bersama 

pen|ghuninya. 
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Kenya|taannya mewujudkan rumah yan|g layak huni bukanlah hal yan|g 

mudah bagi masyaraka|t yan|g berpen|ghasilan rendah. Men|gin|ga|t banyaknya 

masyaraka|t Indonesia yan|g masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup 

san|ga|t kekuran|gan. Sehin|gga pemenuhan kebutuhan akan rumah yan|g layak 

huni, aman, seha|t dan nyaman oleh masyaraka|t berpen|ghasilan rendah san|ga|t 

dipen|garuhi oleh kondisi perekonomian, se|lain itu pemban|gunan rumah layak 

huni membutuhkan biaya besar sehin|gga sulit dijan|gkau oleh masyaraka|t 

miskin (Hawiyah,2016). 

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di a|tas permerintah 

berupaya menan|ggulan|gi kemiskinan di Indonesia salah sa|tunya yaitu 

membentuk sua|tu kebijakan. Kebijakan publik sendiri terbentuk ketika dalam 

kehidupan masyaraka|t terdapa|t permasalahan yan|g kompleks sehin|gga 

menuntut adanya sebuah tindakan sebagai  sesua|tu yan|g dapa|t memecahkan 

masalah yan|g sedan|g dihadapi (Wahab,2014). Me|lalui Pemerintah Indonesia 

Menteri Negara Pemban|gunan Umum dan Perumahan Rakya|t (PUPR) 

membua|t sua|tu  program yan|g berorientasi pada pemban|gunan yaitu Program 

Ba|tuan Stimulan Perumahan Swadaya (se|lanjutnya disebut BSPS) bagi 

Masyaraka|t Berpen|ghasilan Rendah (se|lanjutnya disebut MBR) yan|g dia|tur 

oleh Pera|turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya|t No.7 Tahun 

2018 tentan|g Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan ini merupakan 

pen|gun|gkit keswadayaan masyaraka|t dalam berbagai bentuk baik berupa 

tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukun|gan lainnya. Diharapkan bantuan 

ini dapa|t menumbuhkemban|gkan inisia|tif keswadayaan baik dari penerima 
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bantuan itu sendiri, ke|luarga dan keraba|t penerima bantuan tersebut dapa|t 

digunakan untuk menye|lesaikan pemban|gunan a|tau penin|gktan kualitas 

rumah menjadi layak huni. Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yan|g 

bersifa|t stimulant sehin|gga diharapkan dapa|t mendoron|g ke|luarga penerima 

bantuan untuk bersama-sama ke|luarga penerima lainnya bergoton|g royon|g 

dalam memperbaiki rumah den|gan dibantu oleh masyaraka|t sekitar. 

Program BSPS merupakan fasilitas yan|g diberikan pemerintah kepada 

masyaraka|t yan|g memiliki pen|ghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana 

untuk memban|gun/penin|gka|tan kualitas rumah. Perumahan swadaya 

merupakan rumah-rumah yan|g diban|gun a|tas prakarsa dan upaya masyaraka|t, 

baik secara sendiri maupun berke|lompok. Program ini memiliki tujuan untuk 

memberdayakan masyaraka|ta berpen|ghasilan rendah agar mampu 

memban|gun dan menin|gka|tkan kualitas rumah secara swadaya sehin|gga dapa|t 

men|ghuni rumah yan|g layak dalam lin|gkun|gan yan|g aman dan seha|t. Jenis 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri a|tas pemban|gunan baru dan 

penin|gka|tan kualitas. Penin|gka|tan kualitas rumah adalah kegaia|tan 

memperbaiki komponen rumah dan/a|tau memperluar rumah untuk 

menin|gka|tkan a|tau memenuhi syara|t rumah layak huni. Jika diliha|t dari 

definisi rumah tidak layak huni yaitu:  Bahan lantai berupa tanah a|tau kayu 

ke|las IV, bahan dindin|g berupa bilik bambu, kayu a|tau rotan, tidak a|tau 

kuran|g mempunyai ventilasi dan pencahayaan, bahan a|tap berupa daun a|tau 

genten|g yan|g sudah rapuh, rusak bera|t a|tau rusak sedan|g dan luas tanah tidak 

mencukupi standar minimal per an|ggota ke|luarga (Herlina,2021:5).  
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Kriteria dan persyara|tan penerima BSPS menurut Pera|turan Menteri 

PUPR No.7/PRT/M/2018  tentan|g Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

yaitu penerima BSPS merupakan MBR yan|g memenuhi persyara|tan: 

1. Warga negara Indonesia yan|g sudah berke|luarga 

2. Memiliki a|tau men|guasai tanah den|gan alas hak yan|g sah 

3. Be|lum memiliki rumah, a|tau memiliki dan menempa|ti rumah sa|tu-sa|tunya 

den|gan kondisi yan|g tidak layak huni 

4. Be|lum pernah memperoleh BSPS a|tau bantuan pemerintah untuk program 

perumahan 

5. Berpen|ghasilan palin|g banyak senilai upah minimum provinsi setempa|t 

6. Bersedia berswadaya dan membentuk Ke|lompok Penerima Bantuan 

(KPB) den|gan pernya|taan tan|ggun|g renten|g. KPB sebagaimana yan|g 

dimaksud harus memenuhi  persyara|ta: 

a. Terdiri a|tas unsur ketua meran|gkap an|ggota, sekertaris meran|gkap 

an|ggota, bendahara meran|gkap an|ggota dan an|ggota 

b. An|ggota KPB palin|g banyak 20 oran|g 

c. An|ggota KPB bertempa|t tin|ggal di desa/ke|lurahan yan|g sama 

d. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah 

Dari teori yan|g te|lah dipaparkan sebe|lumnya bahwa kesejahteraan sosial 

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan ma|terial spiritual dan warga 

negara agar dapa|t hidup layak dan mampu men|gemban|gkan diri, sehin|gga 

dapa|t me|laksanakan fun|gsi sosial. Namun dari hasil observasi pene|liti, 

permasalahan yan|g ada dalam pe|lakasanaan program BSPS di Lemban|g 
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Bululan|gkan yaitu masih adanya masyaraka|t yan|g be|lum terpenuhi hak a|tas 

kebutuhan dasarnya secara layak karena be|lum memperoleh pe|layanan sosial 

dari negara. Akiba|tnya, masih ada masyaraka|t yan|g men|galami hamba|tan 

pe|laksanaan fun|gsi sosial sehin|gga tidak dapa|t menjalani kehidupan secara 

layak, seperti yan|g diutarakan oleh bapak Rande warga setempa|t, bahwa 

penerima BSPS di Lemban|g Bululan|gkan ra|ta-ra|ta merupakan warga yan|g 

berkcukupan dalam hal ekonomi sedan|gkan warga yan|g merupakan 

masyaraka|t berpen|ghasilan rendah tidak mendapa|t bantuan padahal secara 

warga tersebut memenuhi persyara|tan yan|g tertuan|g dalam pera|turan menteri. 

Oleh karena itu maka perlu dilakukan sua|tu evaluasi terhadap pe|laksanaan 

program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten 

Toraja Utara untuk men|getahui sejauh mana pencapain terhadap program 

yan|g te|lah dicapai. Dalam pene|litian ini penulis me|lakukan evaluasi den|gan 

men|ggunakan evaluasi program menurut Wirawan (2012:16). Evaluasi 

program adalah metode sistema|tik untuk men|gumpulkan, men|ganalisis, dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar men|genai 

program.evaluasi program dapa|t dike|lompokkan  menjadi evaluasi proses 

(process evalua|tion), evaluasi manfaa|t (outcome evalua|tion) dan evaluasi 

akiba|t (impact evalua|tion). Teori ini san|ga|t cocok den|gan kondisi yan|g ada 

dilapan|gan, khususnya untuk men|gevaluasi pe|laksanaan program BSPS. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian la|tar be|lakan|g dia|tas maka rumusan masalah pada 

pene|litian ini adalah: 

1. Bagaimana pencapaian tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten 

Toraja Utara? 

2. Bagaimana proses penyaluran bantuan program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo 

Kabupa|ten Toraja Utara? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yan|g in|gin dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk men|getahui pencapaian tujuan program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo 

Kabupa|ten Toraja Utara 

2. Untuk men|getahui proses penyaluran bantuan program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo 

Kabupa|ten Toraja Utara . 

D. Manfaa|t 

Manfaa|t dalam pene|litian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaa|t Akademis 

Secara akademis dalam hasil pene|litian ini, pene|liti men|gharapkan agar 

hasil pene|litian ini dapa|t berguna sebagai salah sa|tu karya ilmiah yan|g 

bisa memberikan beberapa ilmu pen|getahuan dan juga sebagai bahan yan|g 
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dapa|t memberikan masukan yan|g mendukun|g bagi pene|liti a|taupun pihak-

pihak yan|g tertarik dalam proses pene|litian tentan|g evaluasi penyaluran 

program BSPS. 

2. Manfaa|t Praktis 

Secara praktis, pene|liti men|gharapkan agar hasil pene|liti bisa memberikan 

masukan positif bagi pihak pemerintah dalam pen|gmbilan keputusan yan|g 

berhubun|gan den|gan Evaluasi program BSPS.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Landasan Teori Evaluasi 

1. Pen|gertian Evaluasi 

Menurut Subarsono (2010:119) evaluasi berarti menilai tin|gka|t kinerja 

sua|tu kebijakan. Menurut Dunn (2013:601) menya|takan bahwa evaluasi 

memberi sumban|gan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yan|g 

mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapa|t 

dikritik den|gan menanyakan secara sistema|tis kepantasan tujuan dan target 

dalam hubun|gan den|gan masalah yan|g dituju. 

Pen|gertian tersebut menje|laskan bahwa kegia|tan evaluasi untuk 

men|getahui apakah pe|lakasanaan sua|tu program sudah sesuai den|gan 

tujuan sua|tu program, yan|g se|lanjutnya kegia|tan evaluasi tersebut dapa|t 

menjadi tolak ukur apakah sua|tu kebijakan a|tau kegia|tan dapa|t dika|takan 

layak diteruskan, perlu diperbaiki a|tau dihentikan kegia|tannya. Evaluasi 

program dilakukan oleh para ahli professional pakar den|gan kegia|tan 

men|gumpulkan, men|ganalisis dan memproses sua|tu informasi secara 

berkualitas untuk me|liha|t keberhasilan terhadap sua|tu program dan 

kendala-kendala yan|g dihadapi sehin|gga organisasi dapa|t men|gambil 

sebuah keputusan tentan|g tindak lanjut dari program tersebut. 

Tayibnapis (2010:141) mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai sua|tu 

proses pen|gukuran dan perbandin|gan daripada hasil-hasil pekerjaan yan|g 

menya|takan dicapai den|gan yan|g seharusnya dicapai.  
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Menurut Aji (2010:30) evaluasi merupakan ran|gkaian usaha-usaha 

yan|g dilakukan untuk men|gukur dan memberikan penilaian secara objektif 

terhadap pencapaian-pencapian terhadap hasil-hasil yan|g te|lah 

direncanakan sebe|lumnya, dimana hasil-hasil evaluasi tersebut 

dimaksudkan untuk menjadi umpan balik perencanaan kembali. 

Menurut Winarno (2014:166) evaluasi kebijakan dapa|t dibedakan 

kedalam dua tugas  yan|g berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan 

konsekuensi-konsekuensi yan|g ditimbulkan oleh sua|tu kebijakan den|gan 

cara men|ggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai 

keberhasilan a|tau kegagalan dari sua|tu kebijakan den|gan cara 

men|ggambarkan dampaknya berdasarkan standar a|tau kriteria yan|g te|lah 

ditetapkan sebe|lumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta 

yan|g berupa pen|gukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi 

kebijakannya maupun tahap hasil a|tau dampak dari bekerjanya sua|tu 

kebijakan a|tau program tertentu, sehin|gga menentukan Lan|gkah yan|g 

dapa|t diambil dimasa yan|g akan da|tan|g. 

Sedan|gkan pandan|gan lain dari Wilyam N. Dunn, 1999 (dalam 

Nugroho,2003) istilah evaluasi dapa|t disamakan den|gan penaksiran 

(appraisal), pemberian an|gka (ra|tin|g), dan penilaian (assessment). 

Evaluasi berkenan den|gan produksi informasi men|genai nilai a|tau manfaa|t 

hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yan|g valid dan dapa|t 

dipercaya men|genai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, 

nilai dan kesempa|tan te|lah dapa|t dicapau me|lalui Tindakan publik; 
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evaluasi memberi sumban|gan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yan|g mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi 

sumban|gan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, 

termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  

Definisi evaluasi yan|g dituliskan dalam kamus Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current En|glish (AS Hornby:1986) di kutip dalam 

Arikunto 2010, evaluasi adalah to find out, decide the amount or value 

yan|g artinya sua|tu upaya untuk menentukan nilai a|tau jumlah. Se|lain arti 

berdasarkan terjemahan, ka|ta-ka|ta yan|g terkandun|g didalam definisi 

tersebut pun menunjukkan bahwa kegia|tan evaluasi harus dilakukan secara 

ha|ti-ha|ti, bertan|ggun|gjawab, men|ggunakan stra|tegi, dan dapa|t 

dipertan|ggun|gjawabkan. 

Suchman (Wirawan, 2012) men|gaitkan evaluasi den|gan konteks 

administrasi. Sua|tu program evaluasi Sebagian besar tergantun|g pada 

kemanfaa|tannta bagi administra|tor dalam memeperbaiki layanana dalam 

masyaraka|t. Suchman (Nugroho;2003) juga memandan|g evaluasi sebagai 

sebuah proses menentukan hasil yan|g te|lah dicapai beberapa kegia|tan 

yan|g te|lah direncanakan untuk mendukun|g tercapainya tujuan. Suchman 

men|gemukakan enam Lan|gkah dalam evaluasi, yaitu: 

a. Men|gidentifikasi tujuan program yan|g akan dievaluasi 

b. Analisis terhadap masalah 

c. Deskripsi dan standarisasi kegia|tan 

d. Pen|gukuran terhadap tin|gka|tan perubahan yan|g terjadi 
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e. Menentukan apakah perubahan yan|g diama|ti merupakan akiba|t dari 

kegia|tan tersebut 

f. Beberapa indica|tor untuk menentukan keberadaan sua|tu dampak 

Defines lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, 1973 (dalam 

Arik unto, 2010). Dua ahli tersebut men|ga|takan bahwa evaluasi adalah 

kegia|tan mencari sesua|tu yan|g berharga bermanfaa|t dalam menilai 

keberadaan sua|tu program, produksi, prosedur, serta alterna|tif stra|tegi 

yan|g diajukan utuk mencapai tujuan yan|g sudah ditentukan. 

Dari beberapa pendapa|t dia|tas dapa|t disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah kegia|tan untuk men|gumpulkan informasi tentan|g bekerjanya 

sesua|tu, yan|g se|lanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alterna|tif yan|g tepa|t dalam men|gambil sebuah keputusan. 

2. Tujuan Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai den|gan 

objek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22) ada beberapa tujuan 

evaluasi, yaitu: 

a. Men|gukur pen|garuh program terhadap masyaraka|t 

b. Menilai apakah program te|lah dilaksanakan sesuai den|gan rencana 

c. Men|gukur apakah pe|lakasanaan program sesuai den|gan standar 

d. Evaluasi program dapa|t men|gidentifikasi dan menemukan mana 

dimensi program yan|g jalan, mana yan|g tidak berjalan 

e. Pen|gemban|gan staf program 

f. Memenuhi ketentuan undan|g-undan|g 
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g. Akreditasi program 

h. Men|gukur cost effectiveness dan cost-efficiency 

i. Men|gambil keputusan men|genai program 

j. Akuntabilitas 

k. Memberikan feed back kepada pemimpin dan staf program 

l. Men|gemban|gkan teori ilmu evaluasi 

 

Pentin|gnya evaluasi menurut Subarsono (2010:48) yaitu; 

a. Untuk men|getahui tin|gka|t efektifitas sua|tu kebijakan, yakni seberapa 

jauh sua|tu kebijakan mencapai tujuannya. 

b. Men|getahui apakah sua|tu kebijakan berhasil a|tau gagal. Den|gan 

me|liha|t tin|gka|t efektivitasnya, maka dapa|t disimpulkan apakah sua|tu 

kebijakan berhasil a|tau gagal. 

c. Memenuhi aspek akuntabilitas. Den|gan me|lakukan penilaian kinerja 

sua|tu kebijakan, maka dapa|t dipahami sebagai bentuk 

pertan|ggun|gjawaban pemerintah kepada public sebagai pemilik dana 

dan men|gambil manfaa|t dari kebijakan dan program pemerintah 

d. Menunjukkan kepada stakeholder manfaa|t sebagai sua|tu kebijakan. 

Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, terutama 

ke|lompok sasaran tidak men|getahui secara pasti manafaa|t dari sebuah 

kebijakan a|tau program. 

e. Agar tidak me|lakukan kesalahan yan|g sama. Pada akhirya, evaluasi 

kebijakan bermanfaa|t untuk memberikan masukan bagi proses 



15 
 

pen|gambilan kebijakan yan|g akan da|tin|g agar tidak men|gulan|gi 

kesalahan yan|g sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapa|t 

ditetapkan kebijakan yan|g lebih baik. 

3. Jenis dan Mode|l Evaluasi 

Ernest R.House (dalam Nugroho 2003;197) membagi mode|l evaluasi 

menjadi 8 bagian yaitu, sebagai berikut: 

a. Mode|l system, den|gan indica|tor utama adalah efisiensi 

b. Mode|l perilaku, den|gan indka|tor utama adalah produktifitas dan 

akuntabilitas 

c. Mode|l formulasi keputusan, den|gan indica|tor utama adalah 

keefektifan dan keterjagaan kualitas 

d. Mode|l tujuan bebas (goal free), den|gan indica|tor utama adalah pilihan 

pen|gguna dn manfaa|t sosial 

e. Mode|l kekritisan seni (art criticism), den|gan indica|tor utama adalah 

standar yan|g semakin baik dan kesadaran yan|g semakin menin|gka|t 

f. Mode|l review professional, den|gan indica|tor utama adalah penerimaan 

professional 

g. Mode|l kuasi-legal (quasi-legal), den|gan indica|tor utama adalah 

resolusi 

h. Mode|l studi kasus, den|gan indica|tor utama adalh pemahaman tas 

diversitas 
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Sedan|gkan Scriven (Wirawan,2012) membedakan mode|l evaluasi 

menjadi dua yaitu: 

a. Evaluasi Forma|tif (Forma|tif evalua|tion) yaitu evaluasi yan|g didesain 

dan dipakai untuk memperbaiki sua|tu objek, terutama ketika objek 

tersebut sedan|g dikemban|gkan, evaluasi forma|tif dilakukan den|gan 

tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk men|gukur hasil pe|laksanaan secara periodik 

2) Untuk men|gukur apakah kline/partisipa|tisam bergerak kea rah 

tujuan yan|g direncanakan 

3) Untuk men|gukur sumber-sumber yan|g te|lah dipergunakan sesuai 

rencana 

b. Evaluasi suma|tif yaitu evaluasi yan|g dilaksanakan pada akhir 

pe|laksanaan program. Evaluasi ini men|gukur kinerja akhir objek 

evaluasi. Evaluasi suma|tif berupaya men|gukur indica|tor-indika|tor 

sebagai berikur: 

1) Untuk men|gukur sukses kese|luruhan program 

2) Untuk men|gukur tujuan umun dan tujuan khusu progrwm te|lah 

tercapai 

3) Untuk men|gukur manfaa|t program 

 

Wirawan (2012:16) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan 

objeknya menjadi beberapa jenis, yaitu: 

 



17 
 

a. Evaluasi kebijakan 

Kebijakan adalah rencana umum dalam ran|gka me|laksanakan fun|gsi 

dan tugas. Kebijakan akan berlan|gsun|g terus sampai dicabut a|tau 

diganti den|gan kebijakan baru: umunya karena kebijakan yan|g lama 

tidak efektif dan efisien a|tau karena terjadi pergantian pejaba|t dan 

pejaba|t baru mempunyai kebijakan yan|g berbeda den|gan kebijakan 

pejaba|t sebe|lumnya. Istilah lain ialah analisis kebijakan, analisis 

kebijakan adalah menentukan a|tau memilih sa|tu alterna|tif kebijakan 

yan|g terbaik dari sejumlah alterna|tif kebijakan yan|g ada. Sedan|gkan 

evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yan|g sedan|g a|tau te|lah 

dilaksanakan. 

b. Evaluasi program 

Program adalah kegia|tan a|tau aktivitas yan|g dirancan|g untuk 

me|laksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yan|g tidak 

terba|tas. Evaluasi program adalah metode sistema|tik untuk 

men|gumpulkan, men|ganalisis, dan memakai informasi untuk 

menjawab pertanyaan dasar men|genai program. Evaluasi program 

dapa|t dike|lompokkan  menjadi evaluasi proses (process evalua|tion), 

evaluasi manfaa|t (outcome evalua|tion) dan evaluasi akiba|t (impact 

evalua|tion). 

c. Evaluasi proyek 

Evaluasi proyek sebagai “kegia|tan aktivitas yan|g dilaksanakan untuk 

jan|gka waktu tertentu untuk mendukun|g pe|laksanaan program. 
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d. Evaluasi ma|terial 

Evaluasi ma|terial, untuk me|laksanakan kebijakan, program a|tau 

proyek diperlukan sejumlah ma|teri a|tau produk-produk tertentu, 

misalnya, untuk me|laksanakan Program BSPS harus diberikan kepada 

masyaraka|t yan|g memiliki rumah tidak layak huni dan berpen|ghasilan 

rendah. Oleh karena itu yan|g dievaluasi adalah kriteria tersebut. 

e. Evaluasi sumber daya manusia 

Evaluasi sumber daya manusia a|tau dikenal den|gan evaluasi kinerja 

dilakukan untuk men|getahui pen|gemban|gan sumber daya manusia 

a|tau human resources deve|lopmeny. Evaluasi sumber daya manusia 

dapa|t dilaksanakan disebuah Lembaga Pendidikan, Lembaga 

pemerintah dan Lembaga swadaya masyaraka|t. 

4. Konsep Evaluasi Program 

Sebuah program bukan hanya kegia|tan tun|ggal yan|g dapa|t 

dise|lesaikan dalam waktu sin|gka|t, tetapi merupakan kegia|tan yan|g 

berkesinambun|gan karena me|laksanakan sua|tu kebijakan. Oleh karena itu, 

sebuah program dapa|t berlan|gsun|g dalam kurun waktu lama. Evaluasi 

program adalah metode sistema|tik untuk men|gumpulkan, men|ganalisis, 

dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar men|genai 

program. Banyak kriteria, jenis a|tau mode|l evaluasi yan|g dipakai sebagai 

stra|tegi a|tau pedoman kerja dalam pe|laksanaan evaluasi program. Evert 

Vedun|g (Wirawan 2012:9) men|gemukakan empa|t kriteria dalam evaluasi 

program sebagai berikut: 
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a. Efektif 

b. Produktivitas 

c. Efisiensi (cost-benefit) 

d. Efisiensi (cost-effectiveness) 

Oemar (2003) men|gemukakan bahwa mode|l a|tau jenis evaluasi 

program adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi perencanaan dan pen|gemban|gan. Sasaran utamanya adalah 

memberikan bantuan kepada penyusun program den|gan cara 

menyediakan informasi yan|g diperlukan dalam ran|gka mendesain 

sua|tu program. Hasil evaluasi dapa|t digunakan untuk meramalkan 

implementasi program dan kemun|gkinan tercapai tidaknya program 

dikemudian hari. 

b. Evaluasi monitorin|g dilakukan den|gan tujuan untuk memeriksa apakah 

program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegia|tan yan|g 

te|lah didesain secara spesifi falam program itu terlaksana sebagaimana 

mestinya. Kenya|taan tidak jaran|g program justru tidak mencapai 

sasaran.  

 Konsep Standar Operasional Prosedur 

SOP (Standard Opera|tin|g Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yan|g 

berisi prosedur-prosedur operasional standar yan|g ada di dalam sua|tu 

organisasi yan|g digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan 

tindakan, serta pen|ggunaan fasilitas-fasilitas proses yan|g dilakukan oleh 

oran|goran|g di dalam organisasi yan|g merupakan an|ggota organisasi agar 
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berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistema|tis (Tambunan, 

2013: 86).  

SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan a|tau 

jemba|tan yan|g men|ghubun|gkan sa|tu titik den|gan titik lainnya. Karena itu, 

SOP akan menentukan apakah tujuan dapa|t dicapai secara efektif, efisien dan 

ekonomis (Tambunan, 2011: 5). SOP a|tau yan|g diterjemahkan menjadi PSO 

(Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yan|g disusun untuk memudahkan, 

merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan sua|tu proses 

yan|g berurutan untuk me|lakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 

2011: 19). 

Unsur-unsur dalam standar operasional Prosedur san|ga|t menentukan 

dalam efektifitas penyusunan dan penerapan SOP itu sendiri. Ketika unsur-

unsur SOP diabaikan dalam sua|tu organisasi, maka pe|laksanaan SOP itu 

sendiri tidak bermanfaa|t bagi organisasi. Unsur-unsur SOP tidak hanya 

bermanfaa|t untuk menjadi rujukan penyusunan, akan tetapi juga berguna 

sebagai senja|ta kontrol pe|laksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk me|liha|t 

apakah SOP yan|g disusun te|lah len|gkap a|tau tidak. Dalam SOP itu sendiri, 

unsur-unsur tersebut tidak se|lalu merupakan urutan-urutan yan|g harus 

dipenuhi secara len|gkap, karena setiap penyusunan SOP mempunyai 

kebutuhan yan|g berbeda dalam setiap organisasi (Tambunan, 2013: 140). 

Adapun unsur-unsur SOP yan|g bisa digunakan sebagai acuan dalam 

men|gimplementasikan SOP antara lain sebagai berikut:  
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1. Tujuan  

Pada dasarnya penyusunan SOP harus mempunyai tujuan. Tujuan 

penyusunan SOP harus dinya|takan je|las agar bisa menjadi landasan setiap 

prosedur serta lan|gkah kegia|tan yan|g ada di dalam SOP, termasuk 

keputusankeputusan yan|g diambil pada saa|t me|laksanakan sua|tu prosedur 

dan kegia|tan. 

2. Kebijakan  

Pedoman SOP harus dilen|gkapi den|gan pernya|taan kebijakan yan|g 

terkait, yan|g bertujuan mendukun|g pe|laksanaan prosedur secara efektif 

dan efisien. Kebijakan-kebijakan yan|g terkait den|gan prosedur operasional 

standar bersifa|t spesifik untuk masin|g-masin|g prosedur. 

3. Petunjuk operasional  

Yan|g dimaksud petunjuk operasional dari prosedur adalah 

bagaimana pen|gguna akan membaca panduan prosedur operasional 

tersebut den|gan cara benar. Bagian ini san|ga|t pentin|g untuk men|garahkan 

pen|gguna dalam memahami berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol 

yan|g digunakan didalam prosedur yan|g bersan|gkutan.  

Petunjuk operasional hanya disajikan pada awal pedoman, dan 

tidak disajikan berulan|g-ulan|g pada setiap prosedur. Petunjuk operasional 

harus dinya|takan secara len|gkap, konsisten, dan bahasa yan|g je|las. 

Sehin|gga petunjuk operasional menjadi lebih bermanfaa|t. 

4. Pihak yan|g terliba|t  



22 
 

Hal pentin|g yan|g harus diperha|tikan dalam penyusunan sua|tu 

prosedur adalah pihak a|tau fun|gsi yan|g terliba|t di dalam prosedur yan|g 

bersan|gkutan. Dalam pe|laksanaan prosedur, lebih baik men|ggunakan 

fun|gsi sebagai representasi dari pihak yan|g terliba|t, daripada 

men|ggunakan nama bagian a|tau unit, departemen a|tau juga nama jaba|tan 

dan oran|g; yan|g rentan terhadap perubahan a|tau pen|ggantian.  

5. Formulir  

Yan|g dimaksud formulir adalah bentuk standar dan dokumen-

dokumen koson|g a|tau lazim juga disebut blanko a|tau dokumen, yan|g 

lazim digunakan dalam menjalankan prosedur tertentu sebagai media yan|g 

men|ghubun|gkan tiap keputusan dan kegia|tan yan|g dilakukan oleh setiap 

pihak yan|g terliba|t di dalam prosedur tersebut.  

Didalam SOP, formulir a|tau blanko a|tau dokumen, merupakan 

media validasi dan kontrol prosedur. Karena keberadaan formulir a|tau 

blanko a|tau dokumen di dalam sua|tu prosedur memiliki fun|gsi sebagai 

sumber terpentin|g untuk kontrol dan pe|laksanaan audit, tidak hanya 

berfun|gsi sebagai media agar terlaksana re|lasi keputusan dan kegia|tan 

antar pihak- pihak yan|g terliba|t dalam prosedur. Oleh karena itu, di dalam 

pedoman SOP, dalam setiap prosedur, harus pula dije|laskan den|gan tepa|t 

bagaimana cara pen|gisian setiap formulir yan|g digunakan dalam prosedur 

yan|g bersan|gkutan.  

6. Masukan  
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Sete|lah formulir sebagai media masukan disiapkan, maka kegia|tan 

di dalam sistem dapa|t dilakukan, den|gan asumsi bahwa kualitas da|ta 

sudah memenuhi persyara|tan sesuai yan|g dinya|takan dalam kebijakan 

a|taupun syara|t prosedur.  

7. Proses 

Proses adalah tahapan lanjutan sete|lah tahapan masukan dalam 

prosedur. Proses dapa|t terdiri dari sa|tu a|tau lebih subproses. Hal ini juga 

dapa|t terjadi pada prosedur sua|tu organisasi. Proses (dan sub proses) 

adalah kegia|tan yan|g bertujuan men|gubah masukan menjadi ke|luaran. 

Da|ta dan informasi di dalam masukan diubah menjadi informasi dan 

knowledge yan|g dibutuhkan oleh organisasi untuk pen|gambilan keputusan 

dan me|laksanakan kegia|tan dalam ran|gka mencapai tujuan yan|g 

ditetapkan, baik jan|gka pendek maupun jan|gka panjan|g.  

8. Laporan  

Laporan yan|g dimaksud dalam SOP harus dibedakan den|gan 

formulir, blanko, a|tau dokumen. Laporan dalam sua|tu prosedur, biasanya 

san|ga|t spesifik dan tidak akan sama den|gan laporan yan|g diproduksi di 

dalam prosedur lainnya.  

9. Validasi  

Validasi adalah bagian yan|g pentin|g dalam pen|gambilan keputusan 

dan pe|laksanaan kegia|tan di dalam organisasi. Tujuan dari me|lakukan 

validasi adalah untuk memastikan bahwa semua keputusan yan|g diambil 

dan kegia|tan yan|g dilakukan te|lah sah (valid).  
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10. Kontrol  

Kontrol dapa|t dibagi den|gan berbagai cara. Ada yan|g menurut 

spesifikasinya, prosedur, kepa|tuhannya, dan sebagainya. Untuk dapa|t 

menerapkan SOP dan prosedur- prosedur, maka kontrol yan|g diterapkan 

harus mencakup semua bentuk kontrol tersebut (Tambunan, 2013: 142-

165). 

 

SOP disusun dan disajikan untuk tujuan sebagai berikut:  

1. Menjamin terlaksananya kegia|tan-kegia|tan organisasi sesuai den|gan 

kebijakan dan ketentuan organisasi secara efektif dan efisien.  

2. Menjamin keandalan pemprosesan dan produksi laporan yan|g dibutuhkan 

organisasi.  

3. Menjamin ke|lancaran proses pen|gambilan keputusan organisasi secara 

efektif dan efisien.  

4. Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegia|tan yan|g dapa|t mencegah 

terjadinya penye|lewen|gan maupun pen|gge|lapan oleh an|ggota organisasi 

maupun pihak-pihak lain (Tambunan, 2013: 143). 

Sebagai sebuah pedoman, SOP berperan dalam memberikan acuan terkait 

den|gan kegia|tan-kegia|tan yan|g dijalankan dalam organisasi agar berjalan 

efektif, sehin|gga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, baik yan|g 

bersifa|t jan|gka pendek maupun jan|gka panjan|g. Secara terperinci, peran dan 

manfaa|t SOP sebagai pedoman didalam sua|tu organisasi adalah:  
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1. Menjadi pedoman kebijakan  

Sebagai sua|tu pedoman kebijakan merupakan peran dan manfaa|t 

pertama SOP bagi organisasi. SOP yan|g efektif pastilah disusun den|gan 

berdasarkan kebijakan yan|g ada dalam organisasi. Kebijakan-kebijakan ini 

menjadi sumber prosedur operasional standar. Jadi, boleh dika|takan 

bahwa, SOP adalah bentuk praktis kebijakan-kebijakan organisasi. Dan 

SOP menjadi san|ga|t pentin|g bagi organisasi untuk membua|t kebijakan-

kebijakan organisasi menjadi aplika|tif a|tau layak terap dan mencapai 

manfaa|t yan|g optimal bagi organisasi.  

2. Menjadi pedoman kegia|tan  

Den|gan memiliki SOP, organisasi berharap bisa men|ga|tur 

kegia|tankegia|tannya den|gan lebih efektif (Tambunan, 2013: 108). SOP 

yan|g efektif harus mampu menyederhanakan setiap pekerjaan agar tidak 

mempersulit oran|g yan|g berhubun|gan den|gan kegia|tan tersebut a|tau oran|g 

yan|g membutuhkan hasil dari kegia|tan tersebut. Sebagai pedoma2n 

kegia|tan, SOP harus berperan men|gulan|gi pen|gulan|gan kerja yan|g tidak 

perlu.  

Karena pen|gulan|gan kerja adalah bentuk lain dari ketidak 

efektifan. Jadi, sebagai pedoman kegia|tan, SOP harus berjalan efektif dan 

efisien sesuai den|gan kebutuhan organisasi, dan dalam kondisi apapun. 

3. Menjadi pedoman birokrasi  

Den|gan penerapan SOP, seharusnya birokrasi kegia|tan menjadi 

lebih je|las dan tidak berbe|lit-berbe|lit. Dalam hal ini, peran dan manfaa|t 
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ini, terkait den|gan an|ggota-an|ggota organisasi pada tin|gka|tan jaba|tan 

yan|g mempunyai wewenan|g birokrasi. SOP, diharuskan men|ggambarkan 

setiap titik pen|gesahan birokrasi sebagai kontrol keabsahan lan|gkah-

lan|gkah kegia|tan (Tambunan, 2013: 109-110). 

4. Menjadi pedoman administrasi  

Den|gan diterapkannya SOP, maka sudah seharusnya organisasi 

mampu menye|len|ggarakan administrasi kegia|tan secara baik. San|ga|t 

pentin|g bagi organisasi untuk menye|len|ggarakan administrasi secara baik, 

sebab banyak bukti praktis yan|g menunjukkan bahwa kemampuan 

operasional yan|g baik, tidak ada gunanya tanpa administrasi yan|g baik 

(Tambunan, 2013: 112).  

5. Menjadi pedoman evaluasi kinerja.  

Den|gan penerapan SOP, organisasi akan mempunyai ukuran 

kinerja yan|g lebih baik. Evaluasi kinerja yan|g dilaksanakan den|gan 

penerapan SOP, merupakan ukuran ketaa|tan (compliance) kepada 

prosedur. Ukuran ketaa|tan ini, apabila berjalan secara optimal dapa|t 

membantu organisasi untuk men|guran|gi terjadinya pen|gge|lapan dan 

penye|lewen|gan dalam kegia|tan-kegia|tan yan|g dilaksanakannya 

(Tambunan, 2013: 113).  

Evaluasi kinerja yan|g dilakukan intensif dan tera|tur, dapa|t 

membantu menilai efektifitas dan efisiensi SOP, dan menin|gka|tkan kinerja 

organisasi yan|g bersan|gkutan.  
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6. Menjadi pedoman integrasi  

Me|lalui penerapan SOP, diharapkan organisasi memiliki ran|gkaian 

aluralur kinerja yan|g terpadu sa|tu den|gan yan|g lainnya. Tidak ada 

gunanya memiliki dan menerapkan SOP apabila prosedur-prosedur yan|g 

terdapa|t dalam organisasi berdiri sendiri, dimana terdapa|t kegia|tan-

kegia|tan yan|g tumpan|g tindih a|tau ada banyak pen|ggunaan dokumen dan 

formulir yan|g berulan|g, terdapa|t banyak laporan-laporan yan|g tidak 

termanfaa|tkan secara optimal, terjadi distribusi laporan-laporan yan|g tidak 

tepa|t a|tau malah tidak ada standar dalam penerapan prosedur ( Tambunan, 

2013: 115). 

 Tinjauan Tentan|g Kebutuhan Rumah/papan 

1. Standar Rumah Layak Huni 

Rumah layak huni adalah rumah yan|g memenuhi persyara|tan kese|lama|tan 

ban|gunan dan Keseha|tan pen|ghuninya serta kecukupan minimum luas 

ban|gunan. Berdasarkan Habita|t for Humanity Indonesia, terdapa|t 3 point 

pentin|g yan|g harus kita ketahui dan terapkan sebagai syara|t sebuah rumah 

dika|takan sebagai rumah layak huni. 

a. Memenuhi persyara|tan kese|lama|tan ban|gunan 

Poin pertama yan|g harus kita ketahui sebagai salah sa|tu syara|t rumah 

layak huni adalah kese|lama|tan ban|gunan. Hal ini bisa kita capai 

den|gan menerapkan standar men|genai struktur ban|gunan a|tau rin|g 

balk, serta struktur a|tas ban|gunan a|tau a|tap. 
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Kese|lama|tan ban|gunan dapa|t tercapai jika kita menerapkan standar 

kualitas den|gan kompetensi ban|gunan yan|g tertuan|g dalam sertifikasi 

dan standarisasi. Den|gan penerapan standar tersebut. Pe|luan|g 

terjadinya kegagalan ban|gunan bisa terminimalisir. 

b. Menjamin Keseha|tan bagi para pen|ghuninya 

Se|lain harus memenuhi persyara|tan kese|lama|tan ban|gunan, poin 

pentin|g kedua yan|g harus terpenuhi untuk mewujudkan rumah layak 

huni yaitu ban|gunan harus menjamin Keseha|tan para pen|ghuninya. 

Hal ini dapa|t kita capai den|gan menerapkan standar pencahayaan, 

pen|ghawaan dan fasilitas sanitasi ban|gunan. 

c. Memenuhi kecukupan luas minimum 

Poin pentin|g terakhir yan|g harus kita terapkan untuk memban|gun 

sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum ban|gunan. 

Sebuah rumah yan|g memiliki fun|gsi utama sebagai hunian, se|lain 

harus memenuhi syara|t keamanan Gedun|g dan dapa|t menjamin 

Keseha|tan para pen|ghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas 

minimum ruan|gan. Rumah terdiri dari ruamg tidur a|tau ruan|g serba 

guna serta dilen|gkapi den|gan fasilitas sanitasi. 

2. Kebijakan dan Stra|tegi Nasional Perumahan dan Pemukiman 

Suprijanto (2004) Ada tiga kebijakan dan stra|tegi nasional yaitu: 

a. Me|lembagakan system penye|len|ggaraan perumahan dan pemukiman 

den|gan me|liba|tkan masyaraka|t (partisipa|tif) sebagai pe|laku utama, 

me|lalui stra|tegi; 
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1) Penyusunan pen|gemban|gan dan sosialisasi berbagai produk 

pera|turan perundan|g-undan|gan dalam penye|len|ggaraan perumahan 

dan permukiman 

2) Pemantapan ke|lembagaan perumahan dan permukiman yan|g 

handal 

3) Pen|gawasan kontruksi dan kese|lama|tan ban|gunan gedun|g dan 

lin|gkun|gan 

b. Mewujudkan kebutuhan perumahan bagi se|luruh lapisan masyaraka|t, 

me|lalui stra|tegi; 

1) Pen|gemban|gan system pembiayaan dan pemberdayaan pada 

perumahan (primer dan sekunder) 

2) Pen|gembagan pemban|gunan perumahan yan|g bertumpu 

keswadayaan masyaraka|t 

3) Pen|gemban|gan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan, 

dapa|t berbentuk subsidi pembiayaan, subsidi prasaran dan saran 

dasar lin|gkun|gan perumahan dan perumahan a|taupun kombinasi 

kedua subsidi tersebut. 

4) Pemberdayaan usaha ekonomi masyaraka|t miskin 

5) Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akiba|t dampak 

bencana alam dan kerusuhan social. 

6) Pen|ge|lolaan ban|gunan gedun|g dan rumah negara, me|lalui 

pembinaan teknis penye|len|ggaraan dan pen|ge|lolaan asset 

ban|gunan gedun|g dan rumah negara. 
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c. Mewujudkan permukiman yan|g seha|t, aman, harmonis dan 

berke|lanjutan guna mendukun|g pen|gemban|gan ja|ti diri, kemandirian 

dan produktivitas masyaraka|t, me|lalui stra|tegi; 

1) Penin|gka|tan kualitas lin|gkun|gan permukiman, den|gan 

memprioritaskan Kawasan permukiman kumuh di perkotaan 

pesisir 

2) Pen|gemban|gan penyediaan prasarana dan sarana dasar 

permukiman 

3) Penerapan ta|ta lin|gkun|gan pemukiman 

3. Kebijakan Pemban|gunan Permukiman dan Perumahan untuk 

Masyaraka|t Berpen|ghasilan Rendah 

Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia pada awalnya 

a|tau sebe|lum merdeka (Pra Kemerdekaan) masih terba|tas pada penyediaan 

perumahan hanya untuk pegawai negeri, rumah sewah dan perbaikan 

lin|gkun|gan dalam ran|gka Keseha|tan. Sementara pe|laksanaan lebih lanjut 

men|genai kebijakan perumahan dan permukiman masyaraka|t ada waktu 

tersebut dijalankan me|lalui Burgerlijke Wonin|gsrege|lin|g 1934 yan|g 

pe|laksanaan yan|g men|ggunakan Algemene Voorwaden voor de uitvoerin|g 

bij aanemin|g van Openbare Werken in Indie 1941 seta Indische 

Comptabiliteits wet. Pe|laksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh 

Departement Van Vekerr en Wa|terstaa|t yan|g menan|gani perumahan 

rakya|t dan ban|gunan gedun|g rumah tan|gga (Yosita,2012). 
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Tujuan pokok pemban|gunan permukiman dan perumahan adalah 

menin|gka|tkan kesediaan rumah dan permukiman yan|g terjan|gkau oleh 

masyaraka|t, khususnya masyaraka|t berpendapa|t rendah, dan 

menin|gka|tkan system permukiman yan|g tera|tur, layak huni, budaya, 

ramah lin|gkun|gan, dan efisien, yan|g dapa|t mendukun|g produktivitas dan 

krea|tivitas masyaraka|t, serta menin|gka|tkan sumber kualitas sumber daya 

alam dan ke|lestarian lin|gkun|gan. 

Adisasmita (2015) menya|takan ntuk mencapai tujuan dia|tas, stra|tegi 

kebijakan dalam pemban|gunan permukiman dan perumahan yan|g 

dilakukan adalah: 

a. Pemban|gunan institusi pembiayaan primer dan sekunder dalam 

pemban|gunan perumahan dan permukiman 

b. Men|gemban|gkan system penyediaan pemban|gunan dan perbaikan 

hunian yan|g layak 

c. Men|gemban|gkan system subsidi hunian bagi masyaraka|t  miskin 

d. Menin|gka|tkan kemampuan pen|ge|lolaan pe|layanan prasarana dan 

sarana permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan 

e. Men|gendalikan pemanfaa|tan sumber daya alam dan lin|gkun|gan 

perdesaan agar supaya tidak berlebihan. 

Subsidi perumahan adalah sua|tu kredit yan|g diperuntukkan kepada 

masyaraka|t berpen|ghasilan rendah menen|gah kebawah dalam ran|gka 

memenuhi kebutuhan perumahan a|tau perbaikan rumah yan|g te|lah 

dimiliki. Bentuk subsidi yan|g diberikan berupa: subsidi se|lsisih bun|ga, 
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penambahan dana pemban|gunan, perbaikan rumah (Kusumastuti,2015). 

Rumah swadaya adalah rumah yan|g diban|gun a|tas prakarsa dan upaya 

masyaraka|t, baik secara mandiri maupun berke|lompok. Rumah swadaya 

dapa|t memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintag a|tau 

pemerintah daerah (Santoso,2004).  

 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Undan|g-Undan|g No.1 Tahun 2011 pasal 1 tentan|g perumahan, rumah 

adalah ban|gunan Gedun|g yan|g berfun|gsi sebagai tempa|t tin|ggal yan|g layak 

huni, sebagai sarana pembinaan ke|luarga, harka|t dan martaba|t pen|ghuninya 

serta asset bagi pemiliknya. Jadi dalam mewujudkan rumah yan|g sesuai 

den|gan fun|gsinya tersebut perlu adanya doron|gan pemerintah. 

Berdasarkan Pera|turan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentanh pembinaan 

penye|len|ggaraan perumahan dan Kawasan permukiman. Diana dalam 

pembinaan penye|len|ggaraan perumahan dan pemukiman adalah upaya yan|g 

dilakkan oleh mentri, Gubernur dan Bupa|ti/Wali kota sesuai den|gan 

kewenan|gan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penye|len|ggaraan 

perumahan dan Kawasan pemukiman. 

Berdasarkan Pera|turan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya|t 

No.13/PRT/M2016 tentan|g pedoman pe|laksanaan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya bagi masyaraka|t berpen|ghasilan rendah. Bantuan ini 

merupakan salah sa|tu program Bantuan Sosial pemerintah pusa|t dibawah 

naun|gan Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakya|t sebagai wujud 

kepedulian pemerintah dalam menye|len|ggarakan pemban|gunan rumah layak 
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huni bagi masyaraka|t berpen|ghasilan rendah den|gan pemberian bantuan dana 

yan|g bersifa|t ma|terial ban|gunan. 

Yan|g menjadi la|tar be|lakan|g terbentuknya dan munculnya Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya adalah tan|ggun|g jawab negara dalam 

me|lindun|gi segenap ban|gsa Indonesia me|lalui penye|len|ggaraan perumahan 

dan Kawasan permukiman agar masyaraka|t mampu bertempa|t tin|ggal serta 

men|ghuni rumah yan|g layak dan terjan|gkau di dalam perumahan yan|g seha|t, 

aman, harmonis, dan berke|lanjutan di se|luruh Indonesia. 

Berdasarkan Pera|turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya|t 

No. 47 Tahun 2015 tentan|g pen|ggunaan dana Alokasi Khusus Bidan|g 

Infrastruktur, pe|laksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

dise|len|ggarakan sesuai den|gan prinsip-prinsip berikut: 

1. Keswadayaan Masyaraka|t 

Bantuan yan|g diberikan pemerintah bersifa|t stimulant dalam ran|gka 

penin|gka|tan kualitas rumah agar layak huni, sehin|gga untuk mencakup 

kualitas ke|layakan rumah supaya dapa|t dihuni diperlukan adanya 

komitmen dan kesiapan dari masyarakta berupa dana swadaya baik berupa 

tabun|gan bahan ban|gunan maupun asset lain a|tau tabun|gan yan|g bisa 

dijadikan tambahan. 

2. Pemberdayaan Masyaraka|t 

Pemberdayaan Masyaraka|t agar dalam setiap kegia|tan pe|lakasanaan yan|g 

dimulai dari merencanakan, memban|gun dan men|ge|lola pe|laksanaan 
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kegia|tannya, serta men|gawasi san|ga|t diharapkan partisipasi masyaraka|t 

sendiri den|gan rasa tan|ggun|g jawab. 

3. Transparan 

Kegia|tan ini dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh se|luruh 

masyaraka|t dan apara|tur sehin|gga dapa|t diawasi dan dievaluasi oleh 

semua pihak. 

4. Dapa|t dipertan|ggun|gjawabkan 

Kegia|tan ini harus bisa dipertan|ggun|gjawabkan kepada se|luruh lapisan 

masyaraka|t. 

5. Pemban|gunan Mandiri Pasca Kegia|tan 

Pemban|gunan mandiri pasca kontruksi meerupakan kegia|tan swadaya 

pemban|gunan perumahan sete|lah se|lesai program, yan|g dilakukan a|tas 

inisia|tif dan den|gan dana dari masyaraka|t sendiri. 

 

 Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut  

Pera|turan Menteri PUPR No.7/PRT/M/2018  tentan|g Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya yaitu penerima BSPS merupakan MBR yan|g memenuhi 

persyara|tan: 

1. Warga negara Indonesia yan|g sudah berke|luarga 

2. Memiliki a|tau men|guasai tanah den|gan alas hak yan|g sah 

3. Be|lum memiliki rumah, a|tau memiliki dan menempa|ti rumah sa|tu-sa|tunya 

den|gan kondisi yan|g tidak layak huni 
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4. Be|lum pernah memperoleh BSPS a|tau bantuan pemerintah untuk program 

perumahan 

5. Berpen|ghasilan palin|g banyak senilai upah minimum provinsi setempa|t 

6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB den|gan pernya|taan tan|ggun|g 

renten|g. KPB sebagaimana yan|g dimaksud harus memenuhi  persyara|ta: 

a. Terdiri a|tas unsur ketua meran|gkap an|ggota, sekertaris meran|gkap 

an|ggota, bendahara meran|gkap an|ggota dan an|ggota 

b. An|ggota KPB palin|g banyak 20 oran|g 

c. An|ggota KPB bertempa|t tin|ggal di desa/ke|lurahan yan|g sama 

d. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah 

 

Adapun tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu: 

1. Penin|gka|tan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 

Menyediakan instrument penye|len|ggaraan perumahan swadaya yan|g 

dapa|t diacu oleh se|luruh peman|gku kepentin|gan dalam mendukun|g, 

memfasilitasi dan mendoron|g masyaraka|t untuk memperbaiki rumah tidak 

layak huni. Hal ini dilakukan untuk mempercepa|t tersedianya rumah layak 

huni dalam lin|gkun|gan seha|t, tertib, aman dan nyaman den|gan cara 

terjan|gkau 

2. Mendoron|g swadaya Masyaraka|t Berpen|ghasilan Rendah 

Den|gan adanya program ini dapa|t memfasilitasi dan mendukun|g 

pemban|gunan dan pen|gemban|gan perumahan yan|g dilakukan secara 

swadaya bagi masyaraka|t yan|g berpen|ghasilan rendah. 
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Adapun sasaran fun|gsional kegia|tan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya adalah terse|len|ggaranya pemberian dukun|gan, doron|gan, fasilitas 

bagi pemban|gunan dan pen|gemban|gan perumahan swadaya scara tertib, tepa|t 

sasaran, tepa|t pen|ggunaan, dan tepa|t waktu secara berke|lanjutan. 

 

E. Pene|litian Terdahulu 

Dalam me|lakukan dan menunjan|g pene|litian “Evaluasi Penyaluran 

Bantuan Program Bedah Rumah di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan 

Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara”, penulis me|lakukan peninjauan terhadap 

pene|litian yan|g te|lah dilakukan sebe|lumnya yan|g pada dasarnya memiliki 

tema yan|g sama yaitu terkait den|gan Program Bantuan Stimulan Peerumahan 

Swadaya.  

Tabe|l 1. Pene|litian Terdahulu 

NO. 

Nama 

Pene|liti 

Judul 

Metode 

Pene|litian 

Hasil  

1.  Le|la 

Aggraini 

(2017) 

Tinjauan Fiqh 

Muamalah 

Terhadap 

Bantuan 

Stimulan 

Perumahan 

Swadaya pada 

masyaraka|t 

Kualita|tif Menurut tinjauan Fiqh 

Muamalah program bedah 

rumah pada masyaraka|t 

miskin di Desa Air Limau 

masih be|lum sesuai 

dikarenakan ketidakadilan 

seoran|g pemimpin dalam 

memilih objek dan subjek 
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miskin di Desa 

Air Limau 

Kecama|tan 

Ramban|g 

Dan|gku 

Kabupa|ten 

Muara Enim 

yan|g tepa|t sehin|gga apa 

yan|g terjadi dilapan|gan 

menyebabkan 

kecemburuan sosial karena 

masyaraka|t yan|g 

seharusnya masuk dalam 

kriteria bantuan bedah 

rumah tergeser oleh 

masyaraka|t yan|g memiliki 

hubun|gan kekeraba|tan 

den|gan apara|tur desa 

walaupun masuk dalam 

kriteria bantuan bedah 

rumah. 

2.  Cahya 

Nin|gtiyas 

(2018) 

Pen|ge|lolaan 

Bantuan Stiulan 

Perumahan 

Swadaya (BSPS) 

oleh Dinas 

Pekerjaan Umum 

(PU) di 

Ke|lurahan 

Rejomulyo 

Deskriptif 

Kualita|tif 

Pen|ge|lolaan Bantuan 

Stimulan Perumahan 

Swadaya di Ke|lurahan 

Rejomulyo sudah berjalan 

den|gan baik. Namun 

masih terdapa|t hamba|tan 

yan|g mempen|garuhi 

pe|laksanaan pen|ge|lolaan. 

Hal ini dibuktikan den|ga 



38 
 

temuan dilapan|gan bahwa 

pad tahap pen|gajuan 

proposal pencairan 

bantuan terdapa|t 

masyaraka|t yan|g 

menerima bahan ban|gunan 

tidak sesuai den|gan 

rencana an|ggaran biaya. 

3.  Cahyanin|g 

Imaniar 

Brilian 

(2017) 

Implementasi 

Program 

Bantuan 

Stimulan 

Perumahan 

Swadaya (BSPS) 

untuk 

masyaraka|t 

berpen|gahasilan 

rendah (MBR) di 

Kecama|tan 

Kudu Kabupa|ten 

Jomban|g 

Kualita|tif Implementasi program 

Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya 

(BSPS) untuk masyaraka|t 

berpen|ghasilan rendah 

(MBR) dapa|t dika|takan 

baik. Dalam implementasi 

program BSPS untuk 

masyaraka|t 

berpen|ghasilan rendah 

terdapa|t beberapa factor 

pendukun|g dan 

pen|ghamba|t. Faktor 

pendukun|g diantaranya 

adalah komunikasi dan 
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Kerjasama antar actor 

pe|lakasana program 

sedan|gkan factor 

pen|ghamba|t yaitu sumber 

daya manusia dan ketepa|t 

sasaran terhadap program 

tersebut. 

4.  Arif Budi 

Setiawan 

(2018) 

Analisis 

pe|laksanaan 

Bantua Stimulan 

Perumahan 

Swadaya bagi 

masyaraka|t 

berpen|ghasilan 

rendah di 

Kabupa|ten 

Rokan Hulu 

Kualita|tif 

Deskriptif 

Pe|laksanaan program 

bantuan stimulant 

perumahan swadaya bagi 

masyaraka|t 

berpen|ghasilan rendah di 

Kabupa|ten Rokan hulu 

sesuai den|gan perea|turan 

Menteri pekerjaan umum 

dan perumahan rakya|t 

No.47 Tahun 2015. 

Kegia|tan dilaksanakan 

den|gan swadaya 

masyaraka|t, transparan, 

dapa|t 

dipertan|ggun|gjawabkan 

dan oen|gemban|gan 
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mandiri pasca kegia|tan. 

Namun dalam pe|laksanaan 

terdapa|t beberapa kendala 

diantaranya keterba|tasan 

swadaya masyaraka|t, 

menerima bantuan berada 

pada ka|tergori lanjut usia, 

tin|gka|t Pendidikan yan|g 

tergolon|g rendah. 

 

F. Keran|gka Pikir 

Untuk memudahkan pene|liti dalam me|lakasanakan pene|litian men|genai 

Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lemban|g 

Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara, maka pene|liti 

membua|t keran|gka pikir untuk menjadi panduan dalam pene|litian ini sehin|gga 

tujuan pene|litian tercapai den|gan baik. 

Evaluasi diartikan sebagai tahapan penilaian yan|g ditujukan kepada objek 

evaluasi untuk men|getahui keadaan sua|tu objek den|gan men|ggunakan 

instrument dan hasil dideskripsikan dalam bentuk informasi. Sejalan den|gan 

teori evaluasi program menurut Wirawan yan|g membagi evaluasi dalam tiga 

tahapan yaitu proses, manfaa|t dan dampak. 
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Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat No.07/PRT/M/2018 

Tujuan Program 

a. Hunian memenuhi aspek fisik 

dan aspek mental 

b. Swadaya KPB 

Proses Penyaluran (Juknis 

- Persiapan 

- Pelaksanaan 

- Pelaporan 

Evaluasi Program 

Rumah Masyarakat Layak Huni 

Berdasarkan uraian yan|g dikemukakan sebe|lumnya maka pada bagian ini 

diuraikan keran|gka pikir yan|g dijadikan landasan berpikir dalam 

me|laksanakan pene|litian ini. Adapun keran|gka pikir yan|g dimaksud, sebagai 

berikut: 

Gambar 1. Keran|gka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Fokus Pene|litian 

       Agar pembahasan men|garah pada tujuan dan mempermudah proses 

pen|golahan da|ta, maka perlu ditetapkan fokus pene|litian terhadap pene|litian 

yan|g akan dilakukan.  

       Evaluasi Program adalah metode sistema|tik untuk men|gumpulkan, 

men|ganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar 

men|genai program. Program BSPS memiliki tujuan yaitu: 

1. Penin|gka|tan kualitas rumah tidak layak huni 

 Adi dalam (Tri,2014) men|gemukakan bahwa RTLH adalah rumah 

yan|g aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syara|t. Untuk menunjan|g 

fun|gsi rumah sebagai tempa|t tin|ggal yan|g baik maka harus dipenuhi 

syara|t fisik yaitu aman sebagai tempa|t perlindun|gan secara mental 

memenuhi rasa kenyamanan. 

2. Mendoron|g swadaya masyaraka|t berpen|ghasilan rendah 

 Rumah swadaya adalah rumah yan|g yan|g diban|gun a|tas prakarsa dan 

upaya masyaraka|t. Dalam hal ini diharapkan MBR dapa|t me|laksanakan 

fun|gsi goton|g royon|g, tan|ggun|gjawab renten|g, serta membua|t 

kesepaka|tan  sosial untuk bertan|ggun|g jawab secara berke|lompok dalam 



43 
 

me|laksanakan program BSPS. Bentuk kegia|tan yan|g dilakukan adalah 

KPB salin|g berswadaya untuk memperbaiki rumah penerima BSPS.  

 Untuk men|getahui indika|tor tersebut penulis akan mendapa|tkan da|ta 

den|gan me|lakukan observasi dan mewawancarai penerima bantuan dan 

pe|laksana BSPS di Lemban|g Bululan|gkan. 

   Dalam pe|laksanaan program tentunya harus ada standar 

operasional yan|g je|las agar implementasi kebijakan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan sesuai den|gan apa yan|g 

diin|ginkan. Adapun proses penyaluran BSPS ini yaitu: 

a. Pesiapan, pada tahapan ini memua|t proses  pen|gusulan kegia|tan, 

penetapan lokasi, penyiapan masyaraka|t dan penetapan calon penerima. 

b. Pe|laksanaan, pada tahapan ini memua|t proses pencairan, penyaluran, 

pemanfaa|tan bantuan. 

c. Pe|laporan  

 Untuk me|liha|t indka|tor tersebut maka penulis akan me|lakukan 

wawancarai penerima BSPS  dan pemerintah terkait di Lemban|g 

Bululan|gkan.. 

B. Pendeka|tan dan Jenis Pene|litian 

1. Pendeka|tan Pene|litian 

        Pendeka|tan yan|g dilakukan dalam pene|litian ini, yaitu pendeka|tan 

kualita|tif yaitu sua|tu metode pene|litian yan|g ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan men|ganalisis fenomena, peristiwa aktivitas social, 

sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran oran|g secara individual maupun 



44 
 

ke|lompok, pene|litian kualita|tif yan|g da|tanya diambil dari lapan|gan 

pene|litian lebih menekankan analisisnya terhadap dinamika  hubun|gan 

antara fenomena yan|g diama|ti, den|gan men|ggunakan logika ilmiah. 

       Pene|litian kualita|tif biasanya digunakan pada pene|litian dalam bidan|g 

social. Pene|litian kualita|tif sebagai prosedur pene|litian yan|g men|ghasilkan 

da|ta deskriptif berupa ka|ta-ka|ta tertulis a|tau lisan dari oran|g-oran|g dan 

perilaku yan|g diama|ti. Pendeka|tan ini diarahkan la|tar dan individu 

tersebut secara untuh dan tidak men|gisolasikan individu kedalam variable, 

tetapi memandan|gnya sebagai bagian dari sua|tu keutuhan. 

2. Jenis Pene|litian 

          Adapun jenis pene|litian yan|g digunakan adalah metode pene|litian 

evalua|tif. Metode pene|litian evalua|tif adalah sua|tu pene|litian yan|g 

menuntut persyara|tan yan|g harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolak 

ukur, a|tau standar yan|g digunakan sebagai pembandin|g bagi da|ta yan|g 

diperoleh, sete|lah da|ta tersebut diolah dan merupakan kondisi nya|ta dari 

objek yan|g dite|liti. Pene|litian evalua|tif ini bermaksud men|gumpulkan da|ta 

tentan|g implementasi kebijakan (Arikunto,2010;36). Pene|litian ini 

men|ggunakan pola pikir khusus dan menarik keadaan simpulan umum 

sehin|gga men|ggambarkan tentan|g “Evaluasi Penyaluran Bantuan Program 

Bedag Rumah di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo 

Kabupa|ten Toraja Utara”. 
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C. Lokasi dan Waktu Pene|litian 

    Pene|litian ini dilakukan dari tan|ggal 11 Juli 2022 sampai den|gan 31 Juli 

2022. Untuk mendapa|tkan hasil dan da|ta yan|g len|gkap serta valid, 

membutuhkan waktu dan tenaga kuran|g lebih 21 hari lamanya. Lokasi 

Pene|litian yaitu di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo, Kabupa|ten 

Toraja Utara Provinsi Sulawesi Se|la|tan. Lokasi tersebut dipilih karena 

merupakan salah sa|tu wilayah yan|g men|gadakan program bedah rumah  dan 

pene|liti membutuhkan informasi men|genai program bedah rumah dari 

beberapa kalan|gan di tempa|t tersebut untuk memperoleh da|ta yan|g lebih 

akura|t. 

 

D. Sumber Da|ta 

       Da|ta merupakan gambaran tentan|g sua|tu keadaaan, peristiwa a|tau 

persoalan yan|g berhubun|gan den|gan tempa|t dan waktu, yan|g merupakan 

dasar sua|tu perencanaan dan merupakan ala|t bantu dalam pen|gambilan 

keputusan 

Sumber dta yan|g digunkan dalam pene|litian ini terbagi a|tas dua, yaitu: 

1. Da|ta primer, yaitu da|ta yan|g diperoleh secara lan|gsun|g dari lokasi 

pene|litian me|lalui wawancara den|gan informan me|lalui observasi a|tau 

pen|gama|tan lan|gsun|g terhadap objek. 

2. Da|ta sekunder, yaitu da|ta yan|g diperoleh berdasarkan acuan a|tau litera|tur 

yan|g sehubun|gan den|gan masalah pene|litian dari berbagai sumber antara 
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lain, laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai kepustakaan yan|g 

re|levan. 

 

 

E. Teknik Pen|gumpulan Da|ta 

       Teknik pen|gumpulan da|ta adalah cara yan|g digunakan untuk 

mendapa|tkan da|ta informasi yan|g dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

pene|litian. Adapaun Teknik pen|gumpulan da|ta yan|g dilakukan dalam 

pene|litian ini yaitu: 

1. Observasi 

Obeservasi (pen|gama|tan adalah Lan|gkah awal dimana pene|liti me|lakukan 

pen|gama|tan terhadap fenomena, sasaran dari obeservasi ini ialah 

menemukan adanya masalah yan|g dihadapi. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan den|gan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yan|g men|gajukan 

pertanyaa dan terwawancara. Yan|g memberikan jawaban a|tas pertanyaan 

itu. Dalam proses ini penulisan me|lakukan wawancara yan|g tidak 

terstruktur yaitu me|lakukan wawancara yan|g bersifa|t bebas (bincan|g-

bincan|g) den|gan pihak yan|g terkait den|gan penyaluran BSPS di Lemban|g 

Bululan|gkan. 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah Teknik pen|gumpulan da|ta yan|g digunakan untuk 

men|gumpulkan da|ta berupa sumber da|ta sumber da|ta tertulis, gambar a|tau 

karya-karya monumental dari seseoran|g. Studi dokumen merupakan 

pe|len|gkap dari pen|ggunaan metode observasi dan wawacara dalam 

pene|litian kualita|tif. Adapun dalam pe|laksanaan metode ini adalah den|gan 

menca|ta|t da|ta yan|g ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman dan arsip 

yan|g ada pada Dinas PUPR Kabupa|ten Toraja Utara serta foto-foto yan|g 

mendapa|t bantuan. 

F. Teknik Validasi Da|ta 

Teknik uji validasi da|ta yan|g digunakan dalam pene|litian adalah trian|gulasi. 

Trian|gulasi adalah teknik pemmerikasaan keabsahan da|ta yan|g memanfaa|tnya 

sua|tu  sesua|tu yan|g lai. Diluar da|ta itu untuk keperluan pen|gecekan a|tau 

sebagai pembandin|g terhadap da|ta itu. Teknik trian|gulasi yan|g palin|g banyak 

digunakan adalah pemeriksaan me|lalui sumber lainnya. Ada tiga macam 

trian|gulasi yan|g digunakan pada pene|litian ini, yaitu: 

1. Trian|gulasi den|gan Sumber 

Membandin|gkan den|gan men|gecek balik deraja|t kepercayaan sua|tu 

informasi yan|g diperoleh me|lalui waktu dan ala|t yan|g berbeda dalam 

pene|litian kualita|tif. Hal itu dapa|t dicapai den|gan jalan:  

1. Membandin|gkan apa yan|g dika|takan oran|g didepan umum den|gan apa 

yag dika|takanny secara pribadi  

2. Membandin|gkan apa yan|g dika|takan oran|g-oran|g tentan|g situasi 

pene|litian den|gan apa yan|g dika|takannya sepanjan|g waktu 
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3. Membandin|gkan keadaan dan perspektif seseoran|g den|gan berbagai 

pendapa|t dan pandan|gan seperti rakya|t biasa, oran|g yan|g 

berpendidikan menen|gah a|tau tin|ggi, ornag berada 

4. Membandin|gkan hasil wawancara den|gan isi sua|tu dokumen berkaitan 

Pen|gecekan keabsahan da|ta ditrian|gulasi sumber ini pene|liti 

membandin|gkan sumber da|ta dari sa|tu informan den|gan informan lainnya 

yan|g diwawancarai di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo 

Kabupa|ten Toraja Utara. Se|lain itu juga membandin|gkan hasil wawancara 

den|gan dokumen yan|g diberikan.  

2. Trian|gulasi den|gan Metode 

Terdapa|t tiga stra|tegi yaitu: (1) membandin|gkan da|ta hasil pen|gama|tan 

den|gan da|ta hasul wawancara, (2) pen|gecekan deraja|t kepercayaan 

penemuan hasil pene|litian beberapa teknik pen|gumpulan da|ta dan (3) 

pen|gecekan deraja|t kepercayaan beberapa sumber da|ta den|gan metode 

yan|g sama. Den|gan jalan memanfaa|tkan pene|liti a|tau pen|gama|t lainnya 

untuk keperluan pen|gecekan kembali deraja|t kepercayaan da|ta. 

Pada trian|gulasi metode ini pene|liti membandin|gkan hasil pen|gama|tan 

da|ta-da|ta yan|g te|lah diperoleh den|gan hasil wawancara den|gan beberapa 

narasumber di Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten 

Toraja Utara untuk memastikan da|ta yan|g diperokeh akura|t dan sesuai 

den|gan keadaan yan|g sebenarnya. 

3. Trian|gulasi den|gan Teori 
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Menurut Pa|tton, berdasarkan an|ggapan bahwa fakta dapa|t diperiksa 

deraja|t kepercayaannya den|gan sa|tu a|tau lebih teori, hal ini dinamakan 

penje|lasan pembandin|g (rival explana|tion). Jika analisis te|lah 

men|guraikan pola, hubun|gan dan menyertakan penje|lasan yan|g muncul 

dari analisis, maka pentin|g sekali untuk mencari tema a|tau penje|lasan 

pembandin|g a|tau penyain|g. Me|laporkan hasil pene|litian disertai 

penje|lasan sebagaimana yan|g dikemukakan je|las akan menimbulkan 

deraja|t kepercayaan da|ta yan|g diperoleh. 

Me|lalui teknik trian|gulasi teori pene|liti membandin|gkan teori-teori yan|g 

berkaitan den|gan fokus pene|litian sebagai referensi pembandin|g guna 

mendapa|tkan sebuah gambaran teori yan|g palin|g sesuai. 

G. Informan Pene|litian 

      Informan dika|tan sebagai seseoran|g yan|g benar-benar men|getahui 

persoalan a|tau permasalahan tertentu dan dapa|t memperoleh informasi yan|g 

terakura|t, terpercaya, baik berupa pernya|taan, keteran|gan, a|taupun da|ta-da|ta 

yan|g dapa|t membantu dalam memahami persoalan a|tau permasalahan 

tersebut. Adapun yan|g menjadi informan dalam pene|litian ini adalah: 

1. Staff Bid. Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan (1 Oran|g) 

2. Kepala Lemban|g Bululan|gkan (1 Oran|g) 

3. Kepala Seksi Kesejahteraan (1 Oran|g) 

4. Masyaraka|t Penerima BSPS (10 Oran|g) 

H. Teknik Analisis Da|ta 
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       Da|ta yan|g diperoleh dari hasill pene|litian a|tau dianalisi secara deskripitif 

kualita|tif den|gan men|gutamakan pen|gun|gkapan me|laluai keteran|gan yan|g 

didukun|g dan ditunjan|g den|gan da|ta sekunder. Da|ta yan|g dike|lompokkyan 

agar lebih mudah nantinya untuk menyarin|g da|ta yan|g dibutuhkan dan yan|g 

tidak. Sete|lah dike|lompokkan, da|ta tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar 

lebih udah dimen|gerti, sete|lah itu penulis menarik kesimpulan daari da|ta 

tersebut sehin|gga dapa|t menjawab pokok permasalahan pene|litian. 

Untuk men|ganalisa berbagai fenomena dilapan|gan dilakukan Lan|gkah-

lan|gkah sebagai berikut: 

1. Pen|gumpulan informasi me|lalui wawancara, observasi lan|gsun|g dan 

dokumentasi 

2. Reduksi da|ta 

Proses pemilihan, pemusa|tan perha|tian pada penyederhanaan, transformasi 

da|ta kasar yan|g muncul dari ca|ta|tan lapan|gan. Lan|gkah ini bertujuan 

memilih informasi mana yan|g sesuai dan tidak sesuai den|gan masalah 

pene|litian 

3. Penyajian da|ta 

Penyajian da|ta diarahkan agar da|ta hasil reduksi terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubun|gan, sehin|gga makin mudah dipahami. Penyajian da|ta 

dapa|t dilakukan dalam bentuk uraian nara|tif. 

4. Tahap akhir 



51 
 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cerma|t den|gan 

verifikasi berupa tinjauan ulan|g pada ca|ta|tan-ca|ta|ta|tn lapan|gan sehin|gga 

da|ta-da|ta yan|g teruji validitasnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lemban|g Bululan|gkan 

     Kabupa|ten Toraja Utara merupakan salah sa|tu pemerintahan kota 

dari 24 Kabupa|ten/Kota di Sulawesi Se|la|tan. Luas wilayah Kabupa|ten 

Toraja Utara adalah 1.151,47 km
2
 dan terbagi a|tas 21 Kecama|tan 

diantaranya: Kecama|tan Sopai, Kecama|tan Kesu, Kecama|tan 

San|ggalan|gi, Kecama|tan Buntao, Kecama|tan Rantebua, Kecama|tan 

Nan|ggala, Kecama|tan Tondon, Kecama|tan Tallun|glipu, Kecama|tan 

Rantepao, Kecama|tan Tikala, Kecama|tan Sesean, Kecama|tan Balusu, 

Kecama|tan Sadan, Kecama|tan Ban|gke|le Kila, Kecama|tan Sesean 

Suloara, Kecama|tan Kapala Pitu, Kecama|tan Dende Pionhgan Napo, 

Kecama|tan Awan Rante Karua, Kecama|tan Rindin|gallo, Kecama|tan 

Buntu Pepasan dan Kecama|tan Barupu. Kecama|tan Rindin|gallo terdiri 

2 ke|lurahan dan 7 Lemban|g yaitu Ke|lurahan Pan|gala’, Ke|lurahan 

Pan|gala Utara, Lemban|g Rindin|gallo, Lemban|g Bululan|gkan, 

Lemban|g Ampan|g Ba|tu, Lemban|g Lo’ko’Uru, Lemban|g Buntu Bantu, 

dan Lemban|g Mai’tin|g. 

      Lemban|g Bululan|gkan adalah salah sa|tu lemban|g yan|g berada di 

Kecama|tan Rindin|gallo, Kabupa|ten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi 

Se|la|tan den|gan luas wilayah 9.40 km
2
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2. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis 

Gambar 2. Peta Wilayah Lemban|g Bululan|gkan 

 

(sumber: Arsip Lemban|g Bululan|gkan 2022) 

       Letak geografis Lemban|g Bululan|gkan dibagian Utara wilayah 

Lemban|g Mai’tin|g, den|gan keadaan potografi da|taran tin|ggi dan 

dilintasi sun|gai panjan|g yan|g sebagian besar adalah areal persawahan, 

den|gan ba|tas-ba|tas sebagai berikut: 

a. Sebe|lah Utara berba|tasan den|gan desa/ke|lurahan Pon|glu 

b. Sebe|lah Timur berba|tasan den|gan desa/ke|lurahan Pen|gkaruan 

Manuk 

c. Sebe|lah Se|la|tan berba|tasan den|gan Lemban|g Mai’tin|g&Lempo 

Poton 

d. Sebe|lah Bara|t berba|tasan den|gan Lemban|g Lo’ko’uru Tanete 
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      Luas wilayah Kecama|tan Rindin|gallo den|gan total luas wilayah 

74.25 km
2
 den|gan rincian tiap ke|lurahan/lemban|g sebagai berikut: 

a. Ke|lurahan Pan|gala : Luas wilayah 6.53 Km
2
 

b. Ke|lurahan Pan|gala Utara : Luas wilayah 9.68 Km
2
 

c. Lemban|g Rindin|gallo          : Luas wilayah 6.63 Km
2
 

d. Lemban|g Lo’Ko’Uru :Luas wilayah10.59 Km
2
 

e. Lemban|g Ampan|g Ba|tu : Luas wilayah 7.24 Km
2
 

f. Lemban|g Lempo Poton :Luas wilayah10.50 Km
2
 

g. Lemban|g Bululan|gkan : Luas wilayah 9.40 Km
2
 

h. Lemban|g Mai’tin|g : Luas wilayah 7.35 Km
2
 

i. Lemban|g Buntu Ba|tu : Luas wilayah 6.33 Km
2
 

 Ditinjau dari segi orbitasi pusa|t pemerintah Kecama|tan 

Rindin|gallo dan Pemerintah Kabupa|ten Toraja Utara adalah re|la|tive 

terjan|gkau dari segi perhubun|gan a|tau komunikasi den|gan jarak ± 21 

Km. 

3. Kependudukan 

 Jumlah penduduk Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan 

Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara mempunyai 254 Kartu Ke|luarga, 

den|gan jumlah penduduk 993 oran|g. Yan|g tersebar di 4 dusun den|gan 

perincian tabe|l. 
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Tabe|l 2. Jumlah penduduk Lemban|g Bululan|gkan 

No Dusun KK 

Jumlah 

an|ggota 

ke|luarga 

Laki-

laki 

Perem

puan 

Jumlah 

jiwa 

1. 
Lo’ko’Lemo 

112 - 155 185 340 

2. Baroko 45 168 67 101 168 

3. Tiroallo 41 197 101 98 199 

4. 

Ba|tu 

Mendaun 

56 286 153 133 286 

 Jumlah 254  476 517 993 

(Sumber: Arsip Lemban|g Bululan|gkan 2022) 

 Jumlah Penduduk miskin di Lemban|g Bululan|gkan yaitu 489 

jiwa dan jumlah rumah tan|gga miskin 181 KK. Kemudian jumlah 

rumah layak huni sebanyak 201 unit serta rumah tidak layak huni 

berjumlah 51 unit.  

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Lemban|g Bululan|gkan 

a. Sarana Tempa|t Ibadah 

 Rumah  ibadah merupakan sebuah tempa|t yan|g digunakan 

oleh uma|t bergama untuk beribadah menurut ajaran masin|g-

masin|g. Untuk me|liha|t sarana tempa|t ibadah keagamaan di 

Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja 

Utara dapa|t diliha|t dari tabe|l berikut: 
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Tabe|l 3. Jumlah Sarana Ibadah  

No Rumah Ibadah Jumlah (Unit) 

1. Islam - 

2. Protestan 8 

3. Ka|tolik 1 

4. Buddha - 

5. Hindu - 

6. Agama lainnya - 

 Jumlah 9 

(Sumber : Arsip Lemban|g Bululan|gkan 2022) 

b. Sarana Bidan|g Keseha|tan dan Bidan|g Pendidikan 

 Pentin|gnya keseha|tan merupakan sua|tu hal yan|g menjadi 

acuan untuk mencapai masyaraka|t yan|g sejahtera karena apabila 

seseoran|g itu sehar dapa|t dilakukan aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, untuk menunjan|g 

tercapainya masyaraka|t yan|g seha|t maka diperlukan  sarana dan 

prasarana serta profesi-profesi dibidan|g keseha|tan dalam 

penan|ganan lan|gsun|g men|genai masalah keseha|tan. Di Lemban|g 

Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo memiliki 1 Puskesmas 

sebagai fasilitas keseha|tan masyaraka|t di daerah tersebut. 

 Tidak kalah pentin|g den|gan keseha|tan, pendidikan juga 

merupakan salah sa|tu faktor yan|g harus mendapa|tkan perha|tian 
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khusus demi menunjan|g kesejahteraan kehidupan masyaraka|t. 

Den|gan pendidikan usaha untuk mencapai cita-cita ban|gsa yaitu 

mencerdaskan kehidupan ban|gsa bisa terwujud. Oleh karenanya 

sarana dan prasarana di bidan|g pendidikan merupakan salah sa|tu 

pendukun|g untuk mencapai tujuan yan|g dicita-citakan. Berikut ini 

sarana dan prasarana pendidikan yan|g ada di Lemban|g Bululagkan 

Kecama|tan Rindin|gaallo dapa|t diliha|t pada tabe|l berikut: 

Tabe|l 4. Jumlah Sarana Pendidikan 

No Sarana Pendidikan Jumlah (unit) 

1. TK 3 

2. SD/Sederaja|t 2 

3. SMP/Sederaja|t 1 

4. SMA/Sederaja|t - 

 Total 5 

(Sumber: Arsip Lemban|g Bululan|gkan 2022)  

 Dari da|ta yan|g ada pada tabe|l dapa|t kita liha|t dan dapa|t 

disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Lemban|g 

Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo ada sarana pendidikan TK 

sebanyak 3 unit, sarana pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 2 unit, 

sarana pendidikan Sekolah Menen|gah Pertama Sebanyak 1 unit 

sementara untuk sarana Sekolah Menen|gah Atas tidak ada sama 

sekali. 
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5. Visi Misi Lemban|g Bululan|gkan 

a. Visi 

 Menin|gka|tkan pemban|gunan Lemban|g Bululan|gkan yan|g 

berdaya sain|g, aman, berbudaya dan berakhlak mulia 

b. Misi 

1) Membentuk dan memberdayakan potensi yan|g dimiliki 

masyaraka|t yan|g me|liputi: 

a) Pemberdayaan SDM yan|g terutama perempuan (PKK) dan 

menin|gka|tkan karan|g taruna 

b) Pemanfaa|tan SDA 

2) Menciptakan kondisi masyaraka|t yan|g aman, tertib, rukun, 

dalam kehidupan bermasyaraka|t den|gan berpegan|g teguh pada 

prinsip-prinsip agama dan budaya yan|g ada. 

3) Memaksimalkan penye|len|ggaraan pemerintah lembag 

me|liputi: 

a) Pe|layanan kepada masyaraka|t yan|g transparan, adil, dan 

tepa|t. 

b) Pe|laksanaan pemban|gunan lemban|g yan|g 

berkesinambun|ganden|gan men|gedepankan musyawarah 

dan goton|g royon|g masyaraka|t, serta bersinergitas a|tau 

kerjasama den|gan BPL 
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c) Men|gedepankan kejujuran, keadilan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam pemerintah maupun den|gan 

masyaraka|t. 

 

6. Struktur Organisasi/Lembaga Lemban|g Bululan|gkn 

Gambar 3. Struktur Organisasi Lemban|g Bululan|gkan  

B. PEMBAHASAN 

 Hasil pene|litian merupakan hasil analisis dan fakta yan|g ditemukan 

dilapan|gan serta disesuaikan den|gan teori yan|g digunakan. 

1. Pencapaian Tujuan Program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan 

Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara 

 Tujuan adalah hasil akhir yan|g in|gin dicapai individu a|tau 

ke|lompok yan|g sedan|g bekerja, a|tau secara ideal, tujuan merupakan 

hasil yan|g diharapkan menurut nilai. Tujuan merupakan pedoman 

dalam pencapaian program dan aktivitas serta memun|gkinkan untuk 
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terukurnya efektivitas dan efisiensi ke|lompok. Tujuan program 

merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas sua|tu program, 

yaitu apakah tujuan yan|g te|lah direncakan sesuai a|tau tidak dalam 

pe|laksanaannya. 

 Dalam menentukan pencapaian tujuan program BSPS di 

Lemban|g Bululan|gkan, terdapa|t dua indika|tor yan|g digunakan yaitu 

menin|gka|tkan kualitas RTLH dan mendoron|g MBR untuk 

berswadaya. Kedua indika|tor ini merupakan tujuan yan|g hendak 

dicapai oleh Kementrian PUPR dalam me|laksanakan progra BSPS. 

a. Penin|gka|tan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 

Penin|gka|tan kualitas RTLH adalah upaya untuk menin|gka|tkan 

kualitas rumah agar sesuai den|gan persyara|tan dan standar 

rumah layak huni. Adi dalam (Tri,2014) men|gemukakan bahwa 

RTLH adalah rumah yan|g aspek fisik dan mentalnya tidak 

memenuhi syara|t. Untuk menunjan|g fun|gsi rumah sebagai 

tempa|t tin|ggal yan|g baik maka harus dipenuhi syara|t fisik yaitu 

aman sebagai tempa|t perlindun|gan secara mental memenuhi 

rasa kenyamanan.  

 Kementrian PUPR menentukan tujuan program 

mewujudkan rumah layak huni perlu didukun|gan den|gan 

prasarana, sarana dan utilitas umum yan|g serasi, tera|tur, 

terencana dan berke|lanjutan yan|g disalurkan di Lemban|g 

Bululan|gkan me|lalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 
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dan Pertanahan Toraja Utara. Salah sa|tu upaya mewujudkan 

rumah layak huni adalah  den|gan memberikan Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya Kepada MBR. 

Tabe|l 5. Da|ta penerima BSPS Tahun 2020 di Lemban|g 

Bululan|gkan  

No. Nama  No. Nama 

1. Allo Supan 14. Lince Tandi 

2. Antonius Duma’ 15. Luter Rande 

3. Aris  16. Markus London|g 

4. Efa Tan|gmaki’ Lolon|g 17. Martha Ka|tta 

5. Elfi Parran|gan 18. Marthen Sambo 

6. Eni London|g 19. Marthen Shulo 

7. Ezra Samaa 20. Marthen Pon|gpare 

8. Herman Sesa Payun|g 21. Ma|tius Kende 

9. Ishak Rande 22. Nani’ Tappi’ 

10. Jhon Randa 23. Barran|g 

11. Jupri Kondole|le 24. Markus Allo Da|tu 

12. Kombon|g 25. Lius Saleppan|g 

13. L. Somboallo  

(Sumber: Arsip Lemban|g Bululan|gkan 2022) 

 Dari tabe|l dia|tas menunjukkan bahwa jumlah MBR yan|g 

menerima BSPS pada tahun 2020 adalah 25 oran|g.

 Berdasarkan da|ta yan|g diperoleh, penulis me|lakukan 
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konfirmasi lebih lanjut men|genai jumlah MBR yan|g 

memperoleh BSPS kepada kepala Lemban|g Bululan|gkan, 

be|liau men|ga|takan: 

“Pada tahun 2020 jumlah penerima Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan sebanyak 25 

penerima yan|g tersebar di empa|t lin|gkun|gan yakni 6 

penerima di Dusun Baroko, 3 penerima di Dusun Tiroallo, 

12 penerima di Dusun Lo’ko’ Lemo, dan 4 penerima di 

Dusun Ba|tu Mendaun.”(Darius, 11 Juli 2022) 

 

 Lebih lanjut penulis me|lakukan wawancara kepada 

penerima BSPS terkait perubahan nya|ta yan|g dirasakan sete|lah 

mendapa|tkan bantuan. Berikut pernya|taan dari SA: 

“Sete|lah mendapa|tkan program ini saya merasa lebih 

tenan|g, ketika hujan tidak perlu khawa|tir air hujan 

merembes karena sudah diperbaiki” (12 Juli 2022) 

 

 Pernya|taan serupa juga disampaikan oleh EL: 

“Sebe|lumnya rumah ini sudah san|ga|t rapuh tian|gnya, tapi 

syukur saya dapa|t bantuan ini untuk memperbaiki 

rumahnya” (11 Juli 2022) 

  

 Pada temuan dilapan|gan sete|lah pe|laksanaan program ini 

MBR yan|g mendapa|tkan Program BSPS te|lah menempa|ti 

rumah den|gan aspek fisik dan mentalnya te|lah memenuhi SNI. 

 Dari hasil observasi dan wawancara dia|tas, penulis 

menyimpulkan bahwa keberhasilan tujuan untuk indika|tor 

penin|gka|tan kualitas rumah tidak layak huni te|lah tercapai untuk 

menin|gka|tkan kesejahteraan MBR di Lemban|g Bululan|gkan. 
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b. Mendoron|g Swadaya Masyaraka|t Berpen|ghasilan Rendah 

 Rumah swadaya adalah rumah yan|g yan|g diban|gun a|tas 

prakarsa dan upaya masyaraka|t. Dalam hal ini diharapkan 

MBR dapa|t me|laksanakan fun|gsi goton|g royon|g, 

tan|ggun|gjawab renten|g, serta membua|t kesepaka|tan  sosial 

untuk bertan|ggun|g jawab secara berke|lompok dalam 

me|laksanakan program BSPS (Juknis penye|len|ggaraan BSPS 

No.7 Tahun 2018). Bentuk kegia|tan yan|g dilakukan adalah 

KPB salin|g berswadaya untuk memperbaiki rumah penerima 

BSPS.  

 Untuk men|getahui tentan|g KPB di Lemban|g Bululan|gkan 

Penulis me|lakukan wawancara den|gan penerima BSPS, berikut 

pernya|taan dari AS: 

“Iya ada ke|lompok dibentuk fasilita|tor dan kepala 

lemban|g, untuk Dusun Baroko, Dusun Tiroallo dan 

Dusun Ba|tu Mendaun itu sa|tu ke|lompok kalau 

Lo’ko’Lemo itu sa|tu ke|lompok karena banyak 

penerimanya disitu.” (12 Juli 2022) 

 

 Hal ini perkua|t oleh penya|taan DA se|laku kepala lemban|g 

Bululan|gkan: 

“Ada dua ke|lompok yan|g dibua|t, untuk Dusun 

Lo’Ko’Lemo itu ketuanya Bapak Jhon Randa dan 

Dusun Baroko, Dusun Tiroallo serta Dusun Ba|tu 

Mendaun ketuanya Jupri.” (11 Juli 2022) 
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 Dari pernya|taan dia|tas ada 2 KPB yan|g dibentuk oleh 

pemerintah setempa|t. Hal ini te|lah sesuai den|gan salah sa|tu 

persyara|tan untuk memperoleh bantuan ini. 

 Lebih lanjut penulis me|lakukan wawancara kepada 

penerima BSPS terkait keswadayaan masyaraka|t dalam 

pe|laksanaan program ini. Berikut pernya|taan dari AS: 

“Kalau perbaikan kemarin kami tidak me|lakukan 

goton|g royon|g, kerja sendiri-sendiri karena tidak 

ada pemberitahuan seperti itu.” (12 Juli 2022) 

 

 Pernya|taan yan|g hampir sama disampaikan oleh  MA: 

“Tidak ada yan|g membantu, tukan|g yan|g 

men|gerjakan dan me|lakukan perbaikan lalu kami 

beri upah. Masyaraka|t disini me|lakukan perbaikan 

secara mandiri.” (12 Juli 2022) 

 

 Namun pada temuan dilapan|gan pembentukan KPB untuk 

me|lakukan swadaya dalam perbaikan rumah be|lum tercapai di 

Lemban|g Bululan|gkan yan|g men|gakiba|tkan pe|laksanaan 

program BSPS tidak berjalan semestinya.  

 Dari pernya|taan dia|tas dapa|t disimpulkan bahwa masih 

minimnya peran serta KPB untuk berswadaya dalam 

pe|laksanaan perbaikan rumah. Padahal pe|laksanaan BSPS 

vmenekankan pada pemberdayaan masyaraka|t secara swadaya  

untuk menunjan|g keberhasilan program ini. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya petunjuk dari fasilita|tor kepada KPB 

untuk me|lakukan swadaya 
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2. Proses Penyaluran Program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan 

Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara 

 Dalam pe|laksanaan program tentunya harus ada standar 

operasional yan|g je|las agar implementasi kebijakan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Lemban|g Bululan|gkan sesuai den|gan apa yan|g 

diin|ginkan. Namun sete|lah me|lakukan wawancara den|gan pegawai 

bidan|g perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Toraja Utara se|laku pe|laksana program BSPS di Lemban|g 

Bululan|gkan menya|takan bahwa proses penyaluran program BSPS ini 

hanya men|gacu pada Sura|t Edaran No.7 Tahun 2018 tentan|g Petunjuk 

Teknis Penye|len|ggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 

Berikut pernya|taan WP se|laku pegawai yan|g menan|gani program 

BSPS: 

“SOP kami be|lum ada karena ada perubahan dinas sehin|gga be|lum 

se|lesai sampai sekaran|g, jadi untuk sekaran|g kami hanya men|gacu 

pada juknis diedarkan kementrian”(14 Juli 2022) 

 

 Adapun petunjuk teknis menurut Sura|t Edaran Kementrian PUPR 

No.7 Tahun 2018 Tentan|g Petunjuk Teknis Penye|len|ggaraan Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan pertama yaitu persiapan 

1) Pen|gusulan Kegia|tan BSPS 

2) Penetapan Lokasi 

3) Penyiapan Masyaraka|t 

a) Sosialisasi/penyuluhan 
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b) Verifikasi calon penerima 

c) Kesepaka|tan calon penerima bantuan 

d) Identifikasi kebutuhan  dan penyusunan  proposal 

4) Penetapan Calon Penerima 

b. Tahapan kedua yaitu pe|laksanaan 

1) Pe|laksanaan berupa uan|g (pencairan, penyaluran, pemanfaa|tan 

bantuan) 

2) Pe|laksanaan berupa baran|g 

c. Tahapan ketiga yaitu pe|laporan 

 Pegawai yan|g menan|gani program BSPS pada Bidan|g 

Perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Kehutanan Toraja Utara menya|takan bahwa: 

“Pertama kami me|lakukan pen|gusulan kegia|tan me|lalui 

pemerintah daerah sete|lah itu me|lakukan penetapan lokasi. 

Tidak semua daerah di Toraja Utara mendapa|tkan program 

BSPS setiap tahun. Misalkan tahun 2020 dilakukan 

program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan kemudian di 

tahun 2021 kami men|gusulkan lokasi di Tallun|glipu. Jadi 

semua tergantun|g daerah prioritas dan disesuaikan den|gan 

verifikasi usulan pemerintah daerah.” (WP,14 Juli 2022) 

 

 Dari pernya|taan dia|tas dapa|t dika|tahui bahwa proses 

pe|laksanaan pada tahapan pen|gusulan kegia|tan BSPS dan 

penetapan lokasi te|lah sesuai den|gan petunjuk teknis No.7 tahun 

2018. Pada tahap pen|gusulan kegia|tan BSPS pun te|lah te|lah 

me|lakukan verifikasi usulan berdasarkan tin|gka|t kemiskinan 

kabupa|ten serta program priotas pemerintah. 
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 Pada tahap se|lanjutnya pene|liti me|lakukan wawancara 

den|gan penerima program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan: 

“saya tidak tau sama sekali apa itu BSPS, waktu itu saya 

hanya diberitahukan lan|gsun|g oleh pemerintah setempa|t 

bahwa saya mendapa|t bantuan ini akan ditinjau oleh 

fasilita|tor dalam waktu deka|t. Pada saa|t ada fasilita|tor 

da|tan|g be|liau meminta KTP dan KK kemudian men|gecek 

kondisi rumah” (NI, 12 Juli 2022) 

 

Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui bahwa calon penerima 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sama tidak men|getahui 

tentan|g program bantuan ini. Pernya |taan yan|g sama pula 

disampaikan oleh MA: 

“untuk pemberitahuan tidak ada, tapi ada fasilita|tor da|tan|g 

men|gambil beberapa dokumentasi dan ka|tanya untuk beda 

rumah tapi untuk se|lebihnya tidak ada” (12 Juli 2022). 

 

Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui bahwa penerima bantuan 

lan|gsun|g me|lakukan verifikasi kepada penerima namun be|lum 

me|lakukan pertemuan sebe|lumnya. Se|lanjutnya disampaikan oleh 

IK: 

“Tidak ada sosialisasi, saya bahkan tidak tahu program ini 

tapi ternya|ta da|ta saya diajukan dan syukur saya dapa|t. 

Namun waktu peninjauan lan|gsun|g disini ka|ta fasilita|tor 

saya sudah tidak layak menerima bantuan ini karena 

kondisi rumah dinilai masih cukup bagus. Tapi karena 

nama saya sudah ada dalam daftar penerima jadi tidak bisa 

diubah” (12 Juli 2022) 

 

 Pernya|taan ini diperkua|t oleh Kepala Seksi Kesejahteraan 

Lemban|g Bululan|gkan yakni: 
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“Kondisi masyaraka|t disini cepa|t men|gambil kesimpulan 

ketika men|gikuti hal tersebut(sosialisasi), masyaraka|t 

berasumsi bahwa jika men|gikuti sosialisasinya maka 

mereka sudah bisa mendapa|t bantuan tersebut padahal ada 

beberapa proses yan|g harus kita lakukan dalam menentukan 

penerima program BSPS. Maka dari itu kami tidak 

me|lakukan sosialisasi tetapi lan|gsun|g memberikan da|ta 

kepada fasilita|tor. Untuk sekaran|g ini banyak sekali 

bantuan yan|g diberikan oleh pemerintah seperti sembako, 

uan|g tunai dll. Da|ta yan|g kami berikan itu meman|g tidak 

kami masukkan semua yan|g memiliki rumah tidak layak 

huni  contohnya yan|g sudah menerima bantuan sembako 

tidak kami masukkan da|tanya karena ditakutkan adanya 

kecemburuan karena menerima bantuan dua kali meskipun 

sumber berbeda tapi masyaraka|t kuran|g paham akan hal 

itu” (PT, 11 Juli 2022). 

 

 Dari hasil wawancara dia|tas dapa|t kita ketahui bahwa pada 

tahap penyiapan masyaraka|t tidak dilakukan sesuai den|gan 

petunjuk teknis yan|g ada. Pada tahap ini tidak dilakukan sosialisasi 

dan penyuluhan dan juga kesepaka|tan calon penerima bantuan, 

sementara pada setiap proses ini san|ga|t menunjan|g agar calon 

penerima bantuan men|getahui den|gan je|las apa tujuan yan|g in|gin 

dicapai serta men|getahui apa yan|g seharusnya dilakukan agar 

pe|laksanaannya dapa|t mencapai tujuan yan|g diin|ginkan. 

 Se|lanjutnya menurut pernya|taan IK dapa|t kita simpulkan 

bahwa TFL me|lakukan verifikasi penerima bantuan sete|lah 

penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai den|gan 

petunjuk teknis yan|g ada yakni pada tahap penyiapan Masyaraka|t 

prosesnya adalah sosialisasi/penyuluhan kemudian verifikasi calon 
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penerima, kemudian kesepaka|tan calon penerima bantuan lalu 

identifikasi kebutuhan  dan penyusunan  proposal.  

. Tahap se|lanjutnya yaitu pe|laksanaan, pene|liti me|lakukan 

wawancara den|gan penerima bantuan, berikut pernya|taanya: 

“Dana yan|g diberikan sebanyak Rp. 15.000.000 namun 

uan|g itu salurkan me|lalui buku rekenin|g dan lan|gsun|g 

dibe|lanjakan di toko ban|gunan yan|g sudah ditentukan. 

Untuk kendalanya itu dana yan|g diberikan tidak maksimal 

pen|ggunaanya karena kami juga membayar tukan|g 

ditambah lagi karena kita di pegunun|gan dan jalannya 

masih rusak sewa an|gkut bahan-bahan ban|gunan lumayan 

men|guras dana juga” (JK, 12 Juli 2022) 

 

 Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui bahwa total dana 

bantuan Stimulan Perumahan Swadaya te|lah sesuai dalam juknis 

yan|g ada. Namun masih terdapa|t kendala dalam  pe|laksanaan 

pemanfaa|tan dana bantuan yan|g terlalu banyak digunakan bukan 

pada peruntukannya.  Lanjutnya lagi: 

“Kalau dari KPB tidak ada yan|g da|tan|g salin|g membantu 

tetapi warga yan|g ada dilin|gkun|gan saya dan juga keraba|t 

yan|g da|tan|g membantu” (JK, 12 Juli 2022) 

 

Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui dalam proses pe|laksanaan 

tidak dilakukan secara swadaya den|gan Ke|lompok Penerima 

Bantuan.  Namun penerima bantuan mendapa|t me|lakukan swadaya 

den|gan keraba|t dan warga dilin|gkun|gan penerima bantuan. 

Se|lanjutnya pernya|taan dari AS: 

“Kita menerima uan|g yan|g ditransfer dibuku tabun|gan, 

kemudian dicairkan secara lan|gsun|g den|gan membe|li 
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bahan ban|gunan di toko yan|g te|lah ditentukan. Saya 

terkendala di pemban|gunannya karena saya ini seoran|g 

janda dan tidak ada yan|g membantu, jadi saya harus bayar 

tukan|g untuk memperbaiki rumah” (12 Juli 2022) 

 

 Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui bahwa proses 

penyaluran dana te|lah sesuai den|gan petunjuk teknis yaitu dalam 

pencarian bantuan dilakukan den|gan men|gambil lan|gsun|g bahan 

ban|gunan di tokoh ban|gunan yan|g te|lah ditentukan oleh pe|laksana 

bantuan. Pernya|taan tersebut diperkua|t oleh pegawai yan|g 

menan|gani program BSPS: 

“Untuk proses penyaluran dananya kami men|gajukan 

nama-nama penerima bantuan kemudian diperiksa oleh 

inspektora|t sete|lah proses itu se|lesai nanti penyalurannya 

me|lalui Kantor Pe|layanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 

kemudian disalurkan ke kas daerah. Nanti kas daerah 

mentransfer ke nomor rekenin|g si penerima.” ( WP,14 Juli 

2022) 

 

Dari pernya|taan dia|tas dapa|t diketahui bahwa proses penyaluran 

dana te|lah sesuai den|gan juknis yan|g ada.   Lanjutnya lagi: 

“Kalau pen|ggunaan dana penerima tidak boleh man|gambil 

lan|gsun|g uan|g tunai tanpa pen|ggunaan yan|g je|las,nanti 

dari rekenin|g diurus bersama fasilita|tor untuk me|lakukan 

transaksi pembe|lian bahan-bahan yan|g diperlukan di toko, 

metode pembayarannya itu lan|gsun|g transfer sehin|gga 

penerima tidak akan memegan|g uan|gnya namun lan|gsun|g 

dibe|lanjakan.” (WP, 14 Juli 2022) 

 

 Dari hasil wawancara dia|tas dapa|t diketahui bahwa pada 

tahap pencairan bantuan dan penyalurannya te|lah sesuai den|gan 

petunjuk teknis hanya saja dalam pemanfaa|tannya be|lum terlalu 
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maksimal karena pen|ggunaan dananya terlalu banyak digunakan 

dalam teknis seperti pembayaran upah yan|g terlalu banyak karena 

kuran|gnya swadaya serta kondisi geografis Lemban|g Bululan|gkan 

yan|g cukup jauh dari toko yan|g ditentukan sehin|gga menambah 

pen|ge|luaran dana. 

 Dari pen|gama|tan pene|liti letak geografis meman|g cukup jauh 

daerah pusa|t perkotaan dan juga akses jalanan ke Lemban|g 

Bululan|gkan meman|g memakan waktu sekitar 1 jam lebih 

men|ggunakan kendaraan roda dua den|gan kondisi jalanan yan|g 

cukup terjal. 

 Se|lanjutnya pernya|taan dari LC: 

“dalam pe|laksanaan perbaikan TFL da|tan|g me|lakukan 

pemeriksaan kadan|g juga lemban|g , sete|lah itu sete|lah 

perbaikan se|lesai difoto kembali untuk laporan” (12 Juli 

2022) 

 

 Berikutnya pernya|taan dari DA se|laku kepala lemban|g 

“se|lama perbaikan meman|g saya yan|g serin|g memantau 

pe|laksanaannya karena rumah TFL agak jauh ditambah 

waktu sedan|g perbaikan jalan poros jadi be|liau jaran|g 

da|tan|g. Kadan|g saya hanya men|girimkan dokumentasi 

saja lewa|t WA” (11 Juli 2022) 

  

 Dari pernya|taan dia|tas pada  tahap pen|gawasan dan 

pe|laporan tidak dilaksanakan oleh Tenaga Fasilita|tor Lapan|gan. 

Padahal pen|gawasan harusnya dilakukan oleh TFL, namun begitu 

pe|laporan program BSPS tetap se|lesai den|gan baik den|gan adanya 

kerjasama dan koordinasi den|gan pemerintah setempa|t. 
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 Jumlah penerima BSPS di Lemban|g Bululan|gkan sebanyak 50% 

dari jumlah rumah tidak layak huni yakni sebanyak 25 penerima dari 51 

rumah tidak layak huni. Penerima BSPS adalah masyaraka|t 

Berpen|ghasilan Rendah (MBR)  yan|g terhimpun dalam Ke|luarga 

Penerima Bantuan (KPB) yan|g berjumlah 10-15 oran|g dan sudah me|lalui 

tahap kualifikasi dan verifikasi yan|g te|lah ditentukan berdasarkan sura|t 

edaran Kementrian PUPR No.7 Tahun 2018 tentan|g petunjuk teknis 

penye|len|ggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam proses 

pe|laksanaannya Kementrian PUPR menyaluran program BSPS me|lalui 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara 

Bidan|g Perumahan yan|g berkoordinasi den|gan pemerintah setempa|t di 

Lemban|g Bululan|gkan me|lalui fasilita|tor lapan|gan. Dimana pemerintah 

setempa|t memberikan da|ta MBR yan|g memiliki rumah tidak layak huni di 

Lemban|g Bululan|gkan lalu kemudian fasilita|tor memverifikasi dan 

membua|tkan rekenin|g sebagai salah sa|tu syara|t menerima bantuan.  

 Total dana bantuan program ini Rp 15.000.000,- , dana tersebut 

disalurkan me|lalui rekenin|g masin|g-masin|g penerima yan|g dikonversikan 

den|gan cara membe|lanjakannya di Toko ban|gunan yan|g te|lah ditentukan. 

Penerima membe|li bahan-bahan ban|gunan  untuk keperluan perbaikan 

rumah KPB. Perbaikan rumah ini merupakan bentuk dukun|gan 

penin|gka|tan kualistas rumah yan|g diberikan dalam program BSPS di 

Lemban|g Bululan|gkan. Dalam proses pe|laksanaan perbaikan penin|gka|tan 
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rumah, penerima yan|g terhimpun dalam KPB didampin|gi oleh fasilita|tor 

lapan|gan berserta pemerintah setempa|t untuk me|laksanakan BSPS. 

 Pada temuan dilapan|gan pada proses penyiapan masyaraka|t tidak 

berjalan sesuai den|gan petunjuk teknis yan|g ada.  Yaitu tidak 

dilakukannya sosialisasi a|tau penyuluhan kepada MBR, akiba|tnya 

masyaraka|t kuran|g paham tentan|g program bantuan yan|g mereka 

dapa|tkan. Se|lain itu TFL tidak me|lakukan kesepaka|tan den|gan CPB, 

pembentukan KPB hanya untuk ke|len|gkapan persyara|tan saja namun 

karena tidak adanya kesepaka|tan untuk menjalankan fun|gsi bergoton|g 

royon|g, tan|ggun|g jawab renten|g, membua|t kesepaka|tan sosial untuk 

bertan|ggun|g jawab secara ke|lompok dalam me|laksanakan program BSPS. 

Akiba|tnya penerima BSPS me|lakukan pemban|gunan den|gan hanya 

men|gandalkan tenaga tukan|g saja yan|g tentunya membutuhkan dana yan|g 

lebih dalam operasional dan teknisnya. 

 Se|lain itu TFL me|lakukan verifikasi penerima bantuan sete|lah 

penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai den|gan petunjuk 

teknis yan|g ada. Dari hasil observasi pene|liti hal ini dipicu oleh jarak 

rumah TFL den|gan Lemban|g Bululan|gkan ditambah den|gan kondisinya 

yan|g berada dipegunun|gan sehin|gga akses yan|g dilalui oleh TFL agak 

sulit. Seperti temuan di lapan|gan yan|g me|lakukan pen|gawasan dominan 

apara|t pemerintah setempa|t dikarenakan akses TFL cukup jauh.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pene|litian dan pembahasan yan|g dilakukan, 

maka pene|liti menyimpulkan penyaluran Program BSPS di Lemban|g 

Bululan|gkan, Kecama|tan Rindin|gallo, Kabupa|ten Toraja Utara be|lum 

optimal. Adapun penje|lasannya men|genai hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pencapaian tujuan program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan 

Kecama|tan Rindin|gallo kuran|g maksimal 

a. Penin|gka|tan kualitas rumah tercapai den|gan baik, sete|lah 

menerima program BSPS MBR te|lah menempa|ti rumah den|gan 

aspek fisik dan mentalnya te|lah memenuhi SNI 

b. Mendoron|g Swadaya MBR 

Tujuan ini be|lum tercapai pada penyaluran BSPS di Lemban|g 

Bululan|gkan. Kuran|gnya swadaya masyaraka|t dalam penin|gka|tan 

kualitas rumah karena tidak adanya sosialisasi/penyuluhan kepada 

MBR sehin|gga masyaraka|t kuran|g tahu tentan|g program BSPS ini. 

Se|lain itu tidak adanya kesepaka|tan den|gan KPB sehin|gga 

penerima bantuan me|lakukan perbaikan secara mandiri (tidak 

berswadaya) 
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2. Proses proses penyaluran  

 Proses penyaluran program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan hanya 

men|gacu pada Sura|t Edaran No.7 Tahun 2018 tentan|g Petunjuk Teknis 

Penye|len|ggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal ini 

dikarenakan be|lum rampun|gnya SOP di Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara. 

 Namun ada beberapa tahapan yan|g pe|laksanaanya tidak sesuai 

yaitu  tidak dilakukannya sosialisasi a|tau penyuluhan kepada MBR, 

akiba|tnya masyaraka|t kuran|g paham tentan|g program bantuan yan|g 

mereka dapa|tkan. Se|lain itu TFL tidak me|lakukan kesepaka|tan den|gan 

CPB, pembentukan KPB hanya untuk ke|len|gkapan persyara|tan saja 

namun karena tidak adanya kesepaka|tan untuk menjalankan fun|gsi 

bergoton|g royon|g, tan|ggun|g jawab renten|g, membua|t kesepaka|tan 

sosial untuk bertan|ggun|g jawab secara ke|lompok dalam me|laksanakan 

program BSPS. Akiba|tnya penerima BSPS me|lakukan pemban|gunan 

den|gan hanya men|gandalkan tenaga tukan|g saja yan|g tentunya 

membutuhkan dana yan|g lebih dalam operasional dan teknisnya. 

 Tidak terlaksananya beberapa tahapan ini dipicu penempa|tan TFL  

oleh letak geografis, yaitu lokasi TFL yan|g cukup jauh den|gan 

Lemban|g Bululan|gkan yan|g men|gakiba|tkan ketidak mampuan 

sumberdaya dalam pe|laksanaan tugasnya. Ditambah den|gan kondisi 

jalanan yan|g masih dalam perbaikan pada saa|t itu, sehin|gga TFL 

men|gefisienkan waktu den|gan tidak me|lakukan beberapa tahapan.  
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B. Saran 

 Berdasarkan den|gan apa yan|g te|lah pene|liti temukan dilapan|gan 

se|lama pene|litian, pene|liti mempunyai beberapa saran yan|g mun|gkin akan 

bisa menjadi bahan pertimban|gan terhadap pe|laksanaan Progrm BSPS di 

Lemban|g Bululan|gkan Kecama|tan Rindin|gallo Kabupa|ten Toraja Utara. 

Berikut beberapa sarannya: 

1. Pencapaian tujuan program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan 

a. Me|lakukan sosialisasi a|tau penyuluhan kepada MBR terkait 

program BSPS agar masyaraka|t men|getahui apa tujuan tentan|g 

program BSPS ini 

b. Memberikan perin|ga|tan a|tau tindakan tegas kepada ke|lompok 

penerima bantuan agar tidak menyepe|lekan swadaya dalam 

pe|laksanaan BSPS 

2. Proses penyaluran program BSPS di Lemban|g Bululan|gkan 

a. Perlunya evaluasi terhadap TFL terkait pe|laksanaan tan|ggun|g 

jawabnya agar pe|laksanaan program ini berjalan den|gan baik 

b. Perlu adanya transparansi dalam penentusn CPB dan pen|gawasan 

yan|g lebih keta|t agar tidak terjadi penyimpan|gan dalam penyaluran 

program ini 

c. Pe|laksana program membua|t SOP penyaluran program BSPS agar 

dapa|t menjadi acuan pe|laksanaan program ini agar  apa yan|g 

dikerjakan sesuai den|gan yan|g diin|ginkan dan tujuan dapa|t 

tercapai den|gan baik. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Judul Penelitian: 

“EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN 

PERUMAHAN SWADAYA  DI LEMBANG BULULANGKAN 

KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA” 

A. Pencapaian tujuan program BSPS 

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 

a. Bagaimana perubahan nyata yang dirasakan setelah menerima program 

BSPS? 

2. Mendorong Swadaya Masyarakat berpenghasilan Rendah 

a. Apakah ada Kelompok Penerima Bantuan yang dibentuk TFL? Jika 

ada berapa anggtota per kelompok? 

b. Apakah KPB yang dibentuk melakukan swadaya dalam perbaikan 

rumah? 

B. Proses Penyaluran BSPS (Juknis) 

1. Persiapan 

a. Bagaimana bentuk sosialisasi program BSPS di Lembang 

Bululangkan? 

b. Bagaimana proses verifikasi calon penerima bantuan BSPS di 

Lembang Bululangkan? 

c. Bagaimana penentuan kelompok penerima bantuan di Lembang 

Bululangkan? 
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d. Bagaimana penetapan calon penerima bantuan di Lembang 

Bululangkan 

2. Pelaksanaan 

a. Bagaimana pencairan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di 

Lembang Bululangkan? 

b. Bagaimaana penyaluran dana bantuan BSPS di Lembang 

Bululangkan? 

c. Bagimana pemanfaattan bantuan BSPS di Lembang Bululangkan? 

d. Bagaimana pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Lembang 

Bululangkan? 

3. Pelaporan 

a. Bagaimana pelaporan dari program BSPS di Lembang Bululangkan?  
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Lampiran 2. Daftar Informan 

No. 

Kode 

Penelitian 

Status 

1. DA Kepala Lembang Bululangkan 

2. PT Kepala Seksi Kesejahteraan Lembang Bululangkan 

3. WP 

Penanganan BSPS pada Bidang Perumahan di Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan Toraja Utara 

4. MA Penerima BSPS 

5. IK Penerima BSPS 

6. SA Penerima BSPS 

7. LC Penerima BSPS 

8. EL Penerima BSPS 

9. JR Penerima BSPS 

10. JK Penerima BSPS 

11. LR Penerima BSPS 

12. NI Penerima BSPS 

13 AS Penerima BSPS 
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Lampiran 3. Surat keterangan selesai meneliti 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

 

Wawancara dengan Kepala Lembang Bululangkan terkait penyaluran BPNT di 

Lembang Bululangkan pada 11 Juli 2022 
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Pengambilan arsip data yang diperlukan di Lembang Bululangkan pada tanggal 11 

Juli 2022 

 

 

 



87 
 

 

Konfirmasi dengan Sekertaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Toraja Utara untuk melakukan penelitian 14 Juli 2022 

 

Wawancara dengan penanggung Jawab BSPS Bidang Perumahan Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara pada 14 Juli 2022 
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Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022 

 

Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022 
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Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022 

 

Kondisi salah satu penerima program BSPS yang sebelumnya adalah korban 

becana kebakaran dan telah diperbaiki (16 Juli 2022) 
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Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022  
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